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IKHTISAR 
Skripsi ini berjudul: “Melakukan Penukaran Harta Wakaf berupa Masjid Menurut 
Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Al-Qudamah (Analisis UU RI NO 41 Tahun 
2004 Tentang Wakaf)” betujuan untuk mengetahui  letak perbedaan dan persamaan 
pendapat Imam An-Nawawi dan Ibn Al-Qudamah tentang melakuan penukaran harta 
wakaf berupa masjid dan pendapat manakah yang paling relevan setelah dianalisis 
dengan  UU RI Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf . menurut Imam an Nawawi 
dalam kitabnya Raudhah at Tholibin pada dasarnya menjelaskan tentang tidak 
bolehnya melakukan penukaran benda wakaf dalam hal ini ialah benda wakafnya 
berupa masjid. Imam nawawi hakikatnya tidak membolekan adanya penukaran 
benda wakaf karena menurutnya harus mempertimbankan kekekalan/keabdian benda 
wakafnya (ainnya). Dalam kitab Mughni karya Ibnu Qudamah  menjelaskan ketika 
ada benda wakaf seperti masjid rusak dan tidak dapat dimanfaatkan sebagian maka 
boleh dilakukan penjualan harta wakaf baik itu sebagian ataupun seluruhnya.Jadi 
dalam hal penukaran harta wakaf ibnu qudamah berpandangan lebih mementingkan 
aspek kemanfaatan suatu benda wakaf tersebut. Kekalan benda wakaf menurut ibnu 
qudamah adalah kekekalan manfaat wakafnya bukan pada bendanya. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu jenis data yang 
berupa pendapat. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris 
komperatif  yaitu yang di dalamnya menggunakan teknik pengumpulan data baik dari 
perpustakaan dan analisis Undang-Undang sehingga mendapatkan data yang dapat 
memperdalam kajian dalam penelitian dan sekaligus membandingkan antara kedua 
pendapat untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan. Sumber data yang diambil 
dalam peneliti ini adalah sumber data primer dan sekunder. Adapun yang menjadi 
data primer adalah kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah 
sedangkan data sekunder yang diambil dari berbagai literatur yang ada relevansinya 
dengan penelitian ini. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang mengarah kepada spiritual 
seseorang, ajaran tentang pelaksanaan wakaf menekankan kepada pentingnya 
mewujudkan suatu  kemaslahatan, baik itu kemaslahatan kepada masyarakat terbatas 
maupun kepada kemaslahatan masyarakat luas.  Wakaf merupakan suatu  bentuk  
amalan yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu 
dimanfaatkan
1
. Dan menjadi tujuan utama dari wakaf itu sendiri yaitu memberikan 
manfaat harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat mausia dengan seamata-
mata mengharap ridha dari Allah SWT
2
. 
Pada hakikatnya wakaf merupakan tindakan sukarela dari seseorang untuk  
memberikan  sebagian  kekayaan yang dimilikinya. Sifat dari harta benda yang 
diwakafkan itu bernilai kekal, maka wakaf ini bersifat amalan jariyah, artinya 
pahalanya akan senantiasa diterima secara terus menerus oleh orang yang 
mewakafkannya selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan. 
Di dalam al-quran tidak menjelaskan secara khusus mengenenai wakaf. tetapi 
dijelaskan didalam hadits, yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari 
Abu Hurairah mengenai wakaf yaitu: 
 
                                                             
1
 Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2010), h. 409. 
2
 Ahmad Arief Budiman, Hukum Wakaf /Administrasi Pengelolaan dan Pengembang 
(Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 122. 
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ق ملسو هيلع الله ىلص الله ل وس ر نا الله ضر ةره ىبا نعلا  ناسنلاا تام ذا (:
 اص دلوو ,هب عفتنب ملعوا ,ةير اج ةقدص  نملاا :ةث لاش نم لاا هلمع هنع عطقنا
ملسم داور )هلوعدي حل3    
“Dari Abu Hurairah Radhiyallahuanhu bahwasanya Rasulullah saw 
bersabda “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka putuslah 
pahala amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah 
(wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya”. 
 
Dalam kamus besar bahasa indonesia, wakaf ialah sesuatu yang 
diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan umum 
yang berhubungan dengan agama
4
.  
Menurut Undang_undang Nomor 41 tahun 2004, wakaf ialah perbuatan 
hukum waqif untuk memisahkan atau menyerahan sebagian harta benda miliknya 
untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingan 
guna keperluan ibadah atau kesejahtraan umum menurut syari’ah5. 
Wakaf dalam prakteknya di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan 
tertib dan efisien sesuai dengan yang seharusnya  sehingga dalam berbagai kasus 
yang terjadi banyaknya harta wakaf yang terlantar tidak  terpelihara  karena 
manajemen pengelolaan yang tidak terorganisi dengan baik. harta wakaf yang 
terlantar dan tidak terpelihara terjadi karena ketidakmampuan nadzir dalam 
mengelola dan mengembangkan harta wakaf, dan sementara pemahaman masyarakat 
terhadap fungsi, tujuan dan peran harta wakaf menurut syari'ah masih lemah. 
                                                             
3
 Imam Abi Khusain Muslim Ibnu Khhaj, Shohih Muslim (Libanon: Darul Kutub Al 
Ilmiyah,1995), h. 1255. 
4
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.1006. 
5
Dapartement agama, undang-undang nomor 41 tahun 2004, h.3. 
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Cukup penting untuk diperhatikan bahwa dalam pengelolaan wakaf secara 
profesional dan bertanggung jawab oleh pengelola wakaf (nadzir) baik yang perorangan 
maupun yang berbadan hukum akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga akan 
kesadaran masyarakat untuk berwakaf. 
Realita yang terjadi zaman sekarang ini bahwa banyaknya kasus penukaran harta 
wakaf yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tidak sesuai dengan prosedur dalam 
penukaran harta wakaf, apabila kasus ini dilegalkan begitu saja tanpa melihat batasan dan 
prosedur dalam melakukan penukaran harta wakaf itu sendiri, maka orang akan sewenang-
wenang dalam melakukannya. Seperti dalam kasus penelitian ini yaitu melakukan penukar 
benda wakaf berupa masjid. 
Fenomena yang sekarang terjadi dimasyarakat yaitu banyaknya kasus benda 
wakaf yang dipindah tangankan dengan alasan, yaitu demi kepentingan umum. 
Padahal pada dasarnya, benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan 
perubahan atau penukaran sesuai dengan UU NO 41 Tahun 2004 pasal 49. 
Para ulama fiqih juga memberi pandangan mengenai perubahan atau 
pengalihan harta wakaf, mereka cendrung berbeda pendapat, Sebagian ulama 
membolehkan dan sebagian melarangnya. Pada pendapat mazhab Abu Hanifah 
adalah pada dasarnya  membolehkan penukaran harta wakaf pada umumnya, kecuali 
wakaf masjid. Beliau menganggap wakaf masjid adalah murni untuk Allah SWT, 
oleh sebab itu wakaf masjid tidak boleh diwariskan dan dijual, sebagaimana yang 
dikatakan Imam Hanafi dalam kitab Fathul Qodir: 
 بي ذجغًنا ٌلأ .ُّع سسٕي لأ ّعيجي لأ ّيف عج شي ٌأ ّن ظيهف ذجغًنا بيأ
.ٗنبعر ّن بصهخ ٌٕكي
6
  
                                                             
6
 Imam Kamaluddin, Fathul Qodir, juz 6 (Beirut: Darul Kutub Al-Alamiyah, 1995), h. 216-
217. 
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“Adapun masjid tidak ada yang kembali (kepemilikan wakif) di dalamnya, 
tidak boleh menjualnya dan tidak boleh untuk mewariskannya. Karena 
sesungguhnya masjid adalah murni (kholishon) untuk Allah SWT.” 
Berbeda pula dengan pandangan mazhab syafi’i, berpendapat bahwa benda 
wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan 
dipindahkan
7. Imam al Syafi’i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan mengganti 
barang wakaf. Ulama  Syafi’iyah berpendapat tidak boleh mengganti benda wakaf 
karena mereka dikenal  lebih  hati-hati  dibanding  ulama yang lain, sehingga 
terkesan seolah-olah mereka mutlak melarang penukaran benda wakaf dalam kondisi 
apapun, karena dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan benda wakaf. 
 Imam Malik melarang dalam melakukan penukara benda wakaf, tetapi tetap 
memperbolehkannya pada kasus tertentu yaitu dengan membedakan barang wakaf 
bergerak dan tidak bergerak
8
.pendapat Imam Malik dalam memperbolehkan 
penggantian barang wakaf yang bergerak dengan pertimbangan 
kemaslahatan.Sedangkan benda wakaf tidak bergerak Imam Malik melarang 
penggantian kecuali dalam kedaan darurat yang sangat jarang terjadi. 
Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa penukaran  itu boleh, karena 
lebih menitik beratkan pada maslahat yang didapat dalam praktik penukaran benda 
wakaf tersebut. Dia membolehkan penukaran benda wakaf dengan alasan kondisi 
darurat dan tetap mempertimbangkan kemaslahatan. tetapi Imam ahmad bin Hambal 
tidak membedakan antara benda bergerak dan tidak bergerak dalam masalah 
penukaran benda wakaf sebagaimana Imam Malik 
                                                             
7
Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Waqaf  (Jakarta: IIMan,2003), h .371-373. 
8
Ibid, h.365. 
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Berangkat dari banyaknya persoalan kasus mengenai penukaran harta benda 
wakaf yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku dalam UU No 41 tahun 2004 
serta adanya perbedaan pandangan para ulama ulama fiqih yang telah dipaparkan 
diatas, penulis akan mencoba membandingkan pendapat al Imam Nawawi dalam 
kitabnya Raudhah  at  Tholibin  beliau adalah pengikut  Imam  al  Syafii  dengan 
pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya “al Mughni” dan beliau adalah pengikut 
Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal dalam kasus penukaran harta wakaf. 
Imam Al-Nawawi dalam kitab Raudhah at Tholibin bependapat tentang 
penukaran benda wakaf berupa masjid yaitu: 
 مطعزفبُٓع ط بُنا قشفرٔ ّن ٕح خهحًنا ذث شخ ٔأ,ذجغًنا وذَٓا ٕن : عشف
لبحنا يف َّلأٔ,ٌبكبًك ِدٕع ٌبكيلإ ,ّعيثص ٕجيلأ ,ل بحث بكهي ذعي ىن ,ذجغًنا 
 مْأ ٍي فخي ىن ٌإ,ةاشخنا عظ ًٕنا يف مطعًنا ذجغًنا ىث .ّيف حلاصنا ٍكًي
 ّعقُث شًعي ٌأ ىكبحنا ٖأس ٌإٔ عفحٔ طقَ,فيح ٌإٔ .طقُي ىن,ّعقَ دبغفنا
 ٔأ شئثحسبًع ٗنإ ّفشص صٕجي لآٔ ,ٗنٔأ ٕٓف,ّينإ ةشقا ٌبكبئ,صبج,ضخا اذجغي
قَ ف شصي ,ذث شخ ارإ خف ٕق ًٕنا  شئجنا ازكٔ ,ض ٕح ٕح ٔأ ٖشخأ,شئث ٗنإ بٓع
.ضُكيأ بي فقا ٕنا ض شغ ٗعاشئ,ذجغًهنا )ٗنإ(لا ,ض
9
 
“Kalau masjid itu roboh, atau tempat sekitarnya rusak dan masyarakat 
berpisah-pisah meninggalkan tempat tersebut kemudian masjid tersebut 
menjadi kosong, maka masjid tersebut tidak kembali menjadi milik orang 
yang mewakafkan dalam keadaan apapun masjid tersebut tidak boleh dijual, 
karena masih mungkin kembali keadaan semula dan sesungguhnya dengan 
keadaan  tersebut masih dimungkinkan digunakan untuk sholat. Masjid yang 
sudah tidak digunakan di daerah rawan kerusakan, apabila tidak 
dikhawatirkan masjid tersebut dirusak oleh para pengrusak, maka tidak 
boleh dirusak. Dan apabila dikhawatirkan dirusak maka dirusak dan 
dipelihara barangnya . Dan apabila hakim (penguasa) dengan 
meruntuhkannya ingin membangun masjid lain maka boleh, tindakan-
tindakan yang dekat kepada tujuan itu maka lebih diutamakan, tidak boleh 
mentasarufkan bentuk masjid untuk membangun. Sumur atau danau.Seperti 
halnya sumur yang diwakafkan ketika rusak boleh”. 
 
                                                             
9
 Al-Nawawi, Raudlah al-Thalibin wa umdah al-Muftin, juz IV  (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 
420. 
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Pendapat Imam An Nawawi tersebut pada dasarnya (hakikatnya) menjelaskan 
tentang tidak bolehnya melakukan penukaran benda wakaf dalam hal ini ialah benda 
wakafnya berupa masjid. Imam nawawi hakikatnya tidak membolekan adanya 
penukaran benda wakaf karena menurutnya harus mempertimbankan 
kekekalan/keabdian benda wakaf (ainnya). karena apabila benda wakafnya masih 
bisa digunakan seperti  dalam hal ini masjid maka tidak boleh dijual ataupun ditukar 
walaupun keadaannya rusak. Juga diterangkan dalam pendapat imam nawawi 
tersebut Jika dengan persyaratan adanya pertukaran jika hakim yang menyakininya 
akan dibangun masjid lain maka  diperbolehkan. Dengan demikian mutlaknya imam 
nawawi tidak memperbolehkan adanya penukaran harta wakaf berupa masjid lain 
halnya jika apabila hakim memperbolehkan dan harus dengan mengganti dengan 
yang lain. 
Ibnu Al-Qudamah dalam kitab al Mughni berpendapat tentang penukaran 
benda wakaf berupa masjid yaitu: 
 شخ ض سأ ٔأ ,ذًَٓ اس ذك ّعفبُي ذهطعرٔ ة شخارا فق ٕنا ٌأ كنر خهًجٔ
رس بًع ٍكًر ىنٔبرا ٕي ددبعٔ ,ذث س بصٔ ,ُّع خي شقنا مْ أ مقزَا ذجغي ٔأ ,بٓ
 ٔأ ,ّعظ ٕي يف ّعيع ٕر ٍكًي ىن ٔ ّهْ أث ق بظ ٔأ ,ّيف ٗهصي لا عظ ٕي يف
 ّث شًعزن ّععث عيث ص بج ,ّععث عيجث لاإ ّععث حس بًع ٍكًر ىهف ّعيًج تعشر
.عيًج عيث ,ُّيء ٗشث ع بفزَلاا ٍكًي ىن ٌأ ّزيقث
10  
“Pendek kata apabila barang wakaf itu rusak dan hilang manfaatnya seperti 
rumah yang roboh atau bumi yang sudah mati dan tidak mungkin diramaikan 
lagi atau masjid yang warga sekitarnya sudah pindah dan masjid tersebut 
tidak digunakan untuk sholat atau masjid itu tidak mampu menampung 
jamaah, sementara masjid itu tidak dapat diperluas di area itu. Atau rusak 
seluruhnya dan tidak mungkin membangun sebagian.Maka juallah sebagian 
darimasjid yang rusak tersebut untuk membangun sebagian tidak dijual.Dan 
apabila tidak mungkin diambil manfaatnya secara keseluruhan maka jualah 
seluruhnya”. 
                                                             
10
Syeh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhamad bin Qudamah, 
Mughni (Libanon: Darul Kutub Alamiyah, 630 H), h. 251. 
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Dalam kitab Mughni karya Ibnu Qudamah diatas menjelaskan ketika ada 
benda wakaf seperti masjid rusak dan tidak dapat dimanfaatkan sebagian maka boleh 
dilakukan penjualan harta wakaf baik itu sebagian ataupun seluruhnya.Jadi dalam hal 
penukaran harta wakaf ibnu qudamah berpandangan lebih mementingkan aspek 
kemanfaatan suatu benda wakaf tersebut. Kekalan benda wakaf menurut ibnu 
qudamah adalah kekekalan manfaat  wakafnya bukan pada bendanya. Dalam hal ini 
menurut beliau Ibnu Qudamah dalam hal ini tidak adanya persyaratan tertentu dalam 
melakukan penukaran benda wakafnya berbeda dengan imam nawawi. 
Dianalisi dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 mengenai wakaf
11
 
tentang perubahan status harta benda wakaf pada pasal 40 BAB IV tentang 
perubahan status harta benda wakaf berbunyi harta benda wakaf yang sudah 
diwakafkan dilarang: 
a. Dijadikan jaminan 
b. Disita 
c. Dihibahkan 
d. Dijual 
e. Diwariskan 
f. Ditukar atau 
g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. 
Pasal 41 yang berbunyi: 
1. Ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila 
harta benda wakaf yang telah diwakafkan dugunakan untuk kepentingan umum 
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Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam uu no 41 tahun 2004 tantang waqaf, Cet ke-4 
(Jakarta: Akamedika Pressindo, 2004), h. 53-58. 
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sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. 
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 
dilakukan setelahmemperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan 
Wakaf Indonesia. 
3. Harta benda yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang 
manfaat dan nilai tukar sekurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. 
4. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 
Ketentuan yang lebih rinci diatur di dalam pasal 49-51 Peraturan Pemerintah Nomor 
42 Tahun 2006 BAB VI tentang penukaran benda wakaf 
Pasal 49: 
1. Perubahan status benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan 
izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI. 
2. Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat 
diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut: 
a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum 
sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan 
Peraturan Perundang- undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip 
syari’ah. 
b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf. 
c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan 
mendesak 
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3. Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 izin pertukaran 
harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika: 
a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan 
b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan 
harta benda wakaf semula. 
4. Nilai dan manfaat harta benda penukar  sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf 
b ditetapkan oleh Bupati atau Walikota berdasarkan rekomendasi tim anggota 
penilai yang anggotanya terdiri dari unsur: 
a. Pemerintah daerah kabupaten atau kota 
b. Kantor pertanahan kabupaten atau kota 
c. Majlis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten atau kota 
d. Kantor Departemen Agama kabupaten atau  kota 
e. Nadzir tanah wakaf yang bersangkutan. 
Pasal 50 
Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 3 
huruf b dihitung sebagai berikut: 
a. Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-
kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf. 
b. Harta benda penukar berada diwilayah yang strategis dan mudah untuk 
dikembangkan. 
Pasal 51 
Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan 
sebagai berikut: 
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a. Nadzir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Mentri melalui ama 
Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan- alasan perubahan status atau 
tukar menukar tesebut. 
b. Kepala KUA kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor 
Departemen Agama kabupaten atau kota. 
c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota setelah menerima 
permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam 
pasal 49 ayat 4 dan selanjutnya bupati atau walikota setempat membuat Surat 
Keputusan 
d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau meneruskan permohonan 
tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Agama Provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut 
kepada Mentri mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti 
dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh nadzir kekantor 
pertanahan atau lembaga terkait untuk pendaftara lebih lanjut. 
Tentang melakukan penukaran harta wakaf berupa dijelaskan juga dalam  FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 54 Tahun 2014
12
 Tentang Status Tanah  Yang 
Di Atasnya Ada Bangunan Masjid menjelaskan bahwa: 
Ketentuan Hukum : 
1. Status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid adalah wakaf. Adapun 
yang belum berstatus wakaf wajib diusahakan untuk disertifikasikan 
sebagai wakaf. 
2. Tanah wakaf tidak boleh ditukar, diubah peruntukannya, dijual, dan 
dialihfungsikan kecuali dengan syarat-syarat tertentu, yang disebut dalam 
Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa seIndonesia tahun 2009, yaitu:   
                                                             
12
http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Status-Tanah-yg-Diatasnya-Ada-Bangunan-
Masjid.pdf FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 54 Tahun 2014, Tentang Status Tanah  
Yang Di Atasnya Ada Bangunan Masjid  (diakses tanggal 05 agustud 2019), h. 5. 
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a. Penukaran benda wakaf (istibdal al-waqf) diperbolehkan sepanjang 
untuk merealisasikan kemashalahatan karena untuk mempertahankan 
keberlangsungan manfaat wakaf (istimrar baqai al-manfa'ah), dan 
dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih 
baik.  
b. Pengubahan objek wakaf dari wakaf uang menjadi wakaf benda, atau 
sebaliknya dari wakaf benda menjadi wakaf uang hukumnya boleh, 
dengan syarat: 
i. manfaatnya lebih besar 
ii. keadaan memaksa untuk itu.  
c. Benda wakaf boleh dijual, dengan ketentuan:  
i. adanya hajah dalam rangka menjaga maksud wakif,  
ii. hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli harta benda 
lain sebagai wakaf pengganti. 
iii. kemanfaatan wakaf pengganti tersebut minimal sepadan dengan 
benda wakaf sebelumnya.  
d. Alih fungsi benda wakaf dibolehkan sepanjang kemashlahatannya 
lebih dominan.  
e. Pelaksanaan ketentuan huruf (a) sampai dengan huruf (d) harus 
seizin Menteri Agama, persetujuan Badan Wakaf Indonesia, serta 
sesuai dengan peraturan perundangundangan dan pertimbangan 
MUI. 
 
 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut 
mengenai masalah  hukum menukar beda wakaf berupa masjid tersebut. Untuk itu penyusun 
berusaha membahas persoalan di atas dengan mengangkat pandangan An-Nawawi dan Ibnu 
qudamah. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh latar belakang 
pandangan An-Nawawi dan Ibn Qudamah mengenai metode instinbat hukum apa saja yang 
dipakai. Maka penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai karya tulis berupa skripsi yang 
berjudul:”Melakukan Penukaran Harta Wakaf Berupa Masjid Menurut Pendapat 
Imam An-Nawawi dan Ibn Al-Qudamah(Analisis Undang-Undang RI Nomor 41Tahun 
2004 Tentang Wakaf)” 
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B. Rumusan Masalah 
Adapun berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pendapat  Imam An-Nawawi mengenai melakukan penukaran 
harta wakaf berupa masjid? 
2. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah mengenai melakukan penukaran harta 
wakaf berupa masjid? 
3. Dimana letak perbedaan dan persamaan pendapat Imam An-Nawawi dan 
Ibn Al Qudamah tentang melakukan penukaran Benda Wakaf Berupa 
Masjid? 
4. Apabila dianalisis menurut Undang-Undang RI Nomor 41Tahun 2004 
Tentang Wakaf mengenai melakukan penukaran harta wakaf berupa 
masjid pendapat manakah yang paling relevan dengan Undang-Undang RI 
Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Mengacu pada tiga pokok permasalahan di atas, maka tulisan ini bertujuan 
sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui pendapat Imam An-Nawawi mengenai melakuan 
penukaran harta wakaf berupa masjid. 
b. Untuk mengetahui pendapat Ibn Al-Qudamah mengenai melakuan penukaran 
harta wakaf berupa masjid. 
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c. Untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan pendapat Imam An-
Nawawidan Ibn Al-Qudamah tentang melakuan penukaran harta wakaf 
berupa masjid. 
d. Untuk mengetahui pendapat Imam An-Nawawi dan Ibn Al-Qudamah 
tentang melakuan penukaran harta wakaf berupa masjid pendapat 
manakah yang paling relevan setelah dianalisis dengan  UU RI Nomor 
41Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Sebagai syarat menyelesaikan S1 jurusan perbandingan mazhab fakultas 
syariah dan hukum uin sumatera utara . 
b. Sebagai bahan informasi untuk menambah dan mengembangkan ilmu 
pengetahuan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya 
yang ingin mengetahui lebih dalam tentang pendapat, dasar hukum serta 
persamaan dan perbedaan mengenai masalah melakuan penukaran harta 
wakaf berupa masjid menurut pendapat Imam An-Nawawi dan Ibn Al-
Qudamah 
c. Sebagai bentuk kontribusi dalam memperluas khasanah keilmuan 
khususnya tentang bagaimana melakukan penukaran harta wakaf berupa 
masjid menurut pendapat Imam An-Nawawidan Ibn Al-Qudamah(Analisis 
Undang-Undang RI Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf)  
D. Batasan Istilah 
Agar pokok permasalahan dalam memahami skripsi ini tidak terlalu meluas 
dan tetap pada jalurnya, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan penulisan 
skripsi ini hanya berkisar pada pendapat pendapat imam An-Nawawi  dan  Ibnu Al-
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Qudamah tentang melakuan penukaran harta wakaf berupa masjid dan analisisnya 
terhadap UU No 41 Tahun 2004. 
E. Kajian Terdahulu 
Dari pengamatan penulis ada beberapa karya maupun tulisan yang berhubungan 
dengan Penukaran Harta Wakaf Berupa Masjid, sehingga dengan adanya skripsi ini bisa 
menjadi pelengkap. adapun antara lain:  
Skripsi yang berjudul Study Pendapat Ibnu Qudamah tentang kebolehan 
menjual Harta Wakaf Berupa Masjid. Oleh Muhammad Abdurohman UIN 
Walisongo Semarang Tahun 20015. Pada skripsi oleh Muhammad abdurohman ini 
hanya membahas kepada pendapat ibnu qudamah saja tentang penukaran harta 
wakaf. 
F. Kerangka Teori 
Setiap sesuatu hukum sering terjadi dari perbedaan pendapat ulama di 
karenakan berbeda pendapat dalam menggunakan dan memahami hadist, dan juga 
berbeda dalam memahami lafaz Al-Qur’an.Dalam masalah hukum menukar harta 
wakaf berupa masjid ada perbedaan pendapat ulama mengenai boleh tidaknya. 
Dalam masalah melakuan penukar harta wakaf berupa masjid penulis 
memilih membandingkan pendapat Imam An-Nawawi dan Ibn Al-Qudamah. 
Mengenai boleh atau tidaknya menukar harta wakaf berupa masjid imam An-
Nawawi berpendapat bahwa apabila masjid itu roboh atau rusak maka masjid 
tersebut tidak kembali menjadi milik orang yang mewakafkan dalam keadaan apapun 
masjid tersebut tidak boleh dijual, karena masih mungkin kembali keadaan semula 
dan sesungguhnya dengan keadaan tersebut masih dimungkinkan digunakan untuk 
sholat. Kecuali hakim yang meyakini akan dibangun masjid lain sebagai wakaf maka 
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boleh ditukar dengan masjid lain. Karena adanya prinsip keabadian suatu benda 
wakaf.Walaupun bendanya rusak tapi manfaatnya bisa bisa digunakan untuk shalat. 
Imam Nawawi mendasarinya pendapatnya dari hadits Umar bin Khattab dan hadits 
termasuk hadits shahih. 
Ibn Al-Qudamah Apabila barang wakaf itu rusak dan hilang manfaatnya 
Maka jualah sebagian dari masjid yang rusak tersebut untuk membangun sebagian 
tidak dijual.Dan apabila tidak mungkin diambil manfaatnya secara keseluruhan maka 
jualah seluruhnya.Ibn Al-Qudamah hanya melihat demi kemaslahat umat. Karena 
menurut beliau kekekaln benda wakaf dalam hal ini adalah kekalan pada manfaatnya 
bukan dari segi kekekalan kuutuhan dari segi wujud benda wakafnya. Agar benda 
yang rusak itu dapat bermanfaat terus walaupun telah rusak maka dengan cara 
menukarkannya lebih diutamakan.Ibnu Qudamah mendasari pendapatnya dari hadits 
Umar yang menulis surat kepada Saad dan haits termasuk kategori hadits dhaif. 
Karena ibnu Qudamah dalam metode istinbatnya menggunakan Maslalah Mursalah. 
G. Hipotesis 
Setelah penulis melakukan analisis sementara terhadap UU No. 41 tahun 
2004  dari pendapat Imam An-Nawawi dan Ibn Al-Qudamah tentang melakuan 
penukar harta wakaf berupa masjid adalah pendapat  imam Al- Nawawi yang lebih 
relevan dari pada pendapat ibnu qudamah berdasarkan dalil yang digunakannya dan 
lebih relevan dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian digunakan untuk memudahkan dan memperjelas penelitian 
dengan mengunakan langkah-langkah ilmiah, agar memperoleh hasil penelitian yang 
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akurat dan benar.
13
 Untuk tujuan itu, maka penelitian dalam hal ini menggunakan 
metode penelitian normatif empiris komperatif,  dalam penelitian ini akan digunakan 
langkah penelitian normatif yang sesuai maksud dari metode penelitian (normatif 
empiris komperatif) yang di dalamnya menggunakan teknik pengumpulan data baik 
dari perpustakaan dan analisis Undang-Undang sehingga mendapatkan data yang 
dapat memperdalam kajian dalam penelitian dan sekaligus membandingkan antara 
kedua pendapat untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan. 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian, yaitu penelitian normatif empiris 
yang menggunakan buku-bukusebagai sumber datanya baik dari data primer maupun 
data skunder dan tidak lupa studi analisis yang digabung dengan metode komparatif 
yaitu membandingkan pendapat
14
. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini 
adalah kitab-kitab dari  pendapatImam An-Nawawidan Ibn Al-Qudamah. Adapun 
data skunder dari penelitian ini adalah kitab-kitab diluar dua Imamyang dikaji dan 
literaturnya yang secara tidaklangsung membantu serta melengkapi data informatif 
guna memberikan penjelasan permasalahan yang dikaji. 
Dalam penyusunan skripsi, penyusun akan melakukan apa yang disebut 
dengan normatif empiris komperatif guna memperoleh data, yaitu penelitian yang 
objek penelitiannyayang utama adalah buku-buku yang ada kaitannya dengan 
masalah yang dibahas. 
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 Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994) h.24. 
14
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), h.9. 
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2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian ini adalah deskriptif, analitif, komparatif, yaitu penelitian 
yang berusaha menjabarkan, menganalisa dan mengklarifikasi
15
Imam An-
Nawawidan Ibn Al-Qudamah tentang melakuan penukaran harta wakaf berupa 
masjid kemudian membandingkan pendapat kedua tokoh tersebut. 
3. Pendekatan Penelitian 
Dalam pembahasan skirpsi ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis-
normatif.Penyusun melakukan analisis terhadap hukum menukar harta wakaf berupa 
masjid berdasarkan teori ushul fiqih. 
4. Cara Pengumpulan Data 
Sesuai dengan objek penelitiannya maka teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah penelaahan terhadap literatur ushul fiqh dan literatur 
lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti, kemudian data-data tersebutdiolah, 
yang selanjutnya dijadikan bahan utama untuk memenuhi target penelitian yang 
dicapai. 
5. Analisis Data 
Analisis data yang akan di lakukan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode deduktif dan komparatif. 
a. Metode deduktif yaitu melakukan pembahasan yang berangkat dari 
pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada suatu hal yang 
akhirnya akan digunakan untuk meneliti kejadian yang akan ditarik 
kedalam pengetahuan yang lebih khusus. 
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 Wiranto Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik (Bandung : 
Tasito, 1995), h.74. 
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b. Metode komparatif yaitu membandingkan antara dua paradigm untuk 
memperoleh kesimpulan dengan nilai-nilai tertentu yang berhubungan 
dengan situasi yang diselidiki dengan faktor-faktor yang lain.
16
 
Analisis ini akan dijelaskan pada bab terakhir dengan melihat metode dan 
pendapat masing-masing tokoh untuk dibandingkan. 
I. Sistematika Pembahasan 
Untuk lebih sistematis dan lebih memudahkan memahami isi skripsi, maka 
seuruh pembahasan dibagi menjadi lima bab, yaitu  
Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kerangka teori, 
hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab II penulis menjelaskan pandangan umum tentang menukar harta wakaf seperti 
pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, tujuan wakaf, pengertian jual beli dasar 
hukum  
Bab III menguraikan sekilas tentang Imam An-Nawawi dan Ibn Al-Qudamah berupa 
masjid kelahiran dan pendidikan, guru  dan muridnya, karya-karyanya untuk 
mengetahui karakter pemikiran Imam Al Nawawi  Dan  Ibnu Qudamah yang 
dipengaruhi beberapa keadaan dimana mereka hidup waktu itu dan metode mereka 
dalam istinbat hukum. 
Bab IV penulis menjelaskan pendapat Imam An-Nawawidan Ibn Al-Qudamah 
mengenai melakuan penukaran harta wakaf berupa masjid dan dalil yang dipakai dari 
kedua ulama tersebut serta penyebab mereka berbeda pendapat.dan mencari letak 
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persamaan dan perbedaan pendapat Imam An-Nawawidan Ibn Al-Qudamah serta 
pendapat mana yang lebih relevan dengan UU no.41 Tahun 2004. 
Bab V  penutup yang merupakan bagian akhir dari penuisan skripsi ini yang terdiri 
dari kesimpulan dan saran. 
20 
 
BAB II 
GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF  
A. Gambaran Umum Tentang Wakaf 
1. Definisi Wakaf 
Kata wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab  فقو–  فقي-افقو  – 
berarti berdiri, berhenti
17
 . Kata wakaf sering diartikan habis. Dengan pengertian 
tersebut ,bahwa kata wakaf itu dapat berarti sebagai berhenti, menghentikan dan 
dapat pula berarti menahan. 
Dalam istilahan Syara’ wakaf diartikan sebagai sejenis pemberian yang 
pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan benda asalnya ( لصلاا سيبحت ), lalu 
menjadikan manfaatnya berlaku untuk umum. Adapun yang dimaksud dengan 
menahan benda asalnya ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak 
diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, 
dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan 
menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan
18
. 
Jika ditinjau pengertian wakaf menurut Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, 
wakaf adalah sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma 
atau untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama
19
. Sedangkan 
pengertian wakaf dalam Ensiklopedi Islam, ialah perpindahan hak milik atas suatu 
harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara dengan cara menyerahkan harta 
                                                             
17
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 532. 
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itu kepada pengelola baik perorangan, keluarga maupun lembaga untuk digunakan 
bagi kepentingan umum di jalan Allah
20
.  
Secara terminologi, ahli atau pakar fiqh yang mendefinisikan wakaf sebagai 
berikut: 
Menurut Sayyid Sabiq: 
للها ليس في وعف انم فرصو لالدا سبح ىا ة رمثلا ليبست و لص لاا سبح 
“Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan 
Allah”21 
Menurut Abu Hanifah:  
لاتلوا لالحا و برلا ت اهج نم ةهج لىا اهتعفنبد قدصت وف ق ولا كلم ىلع ينعلا سبح22  
“Menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk 
kebaikan baik untuk sekarang dan masa yang akan datang” 
Menurut  Ibnu  Qudamah  wakaf  adalah  akad  tabbaru‟ yang menghalangi 
adanya akad jual beli, hibah, dan waris. Akadnya bersifat lazim (mengikat)
23
. 
Menurut An Nawawi 
لى اعت للها لىا اب رقت,رب ةهلج وعير صيصختحو,ف رصتلا نع لالدا سبح24  
“Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dan   
penjelasan tindakan    hukum   yang bertujuan untuk kebaikan dan 
mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala”. 
Dalam  Undang-Undang 41 Tahun 2004 pasal 1 wakaf adalah perbuatan 
hukum waqif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda 
miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai 
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dengan kepentingannya guna kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut 
syari’ah. 
Sedangkan  menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 wakaf adalah 
perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang 
memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama- 
lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan 
ajaran agama
25
. 
Dari pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa wakaf adalah menahan 
suatu harta benda atau memberikan suatu benda yang bendanya tersebut diambil 
manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (ainnya). Dan manfaat bagi 
yang mewakafkanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap pahal dari 
allah swt. 
2. Dasar Hukum Wakaf 
Dasar hukum wakaf di dalam al-Qur’an tidak di atur secara terperinci namun 
dalam al-quran wakaf disamakan dengan sedekah. 
Al-quran surah Ali Imron ayat 92: 
  ميِلَع ِوِب َوَّللا َّنِإَف ٍءْيَش ْنِم اوُقِفْن ُت اَمَو   ۚ  َنوُّب
ُِتح اَّمِ اوُقِفْن ُت َّٰتََّح َّبرْلا اوُلاَن َت ْنَل 
“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum 
kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang 
kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Ali 
Imron:(92). 
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Ayat Al-quran surah Ali Imron ayat 92 menjelaskan bahwa mereka tidak 
akan mendapatkan apa yang mereka harapkan untuk mendapat kebaikan yang besar 
dari Tuhan mereka
26
, sehingga dengan mereka menginfakkan sebagian harta yang 
paling mereka cintai. Karena sesungguhnya Allah maha melihat apa yang seorang 
hambanya kerjakan  dan dia akan membalasnya dengan yang lebih baik. Dengan 
demikian, Allah memberikan motivasi agar mereka gemar berinfak dan bersedekah
27
 
Al-quran surah al- Baqarah ayat 261 
 ُوَّللاَو   ۚ  ٍةَّبَح ُةَئا ِم ٍة َل ُبْنُس ِّلُك في َلِباَنَس َعْبَس ْتَتَب َْنأ ٍةَّبَح ِلَثَمَك ِوَّللا ِليِبَس في ُْمَلذاَوَْمأ َنوُقِفْن ُي َنيِذَّلا ُلَثَم
  ميِلَع  عِساَو ُوَّللاَو   ۚ  ُءاَشَي ْنَمِل ُفِعاَضُي 
“perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 
yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah 
melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah 
Maha Luas (karunia- Nya) lagi Maha mengetahui”(QS. Al Baqaroh: 261) 
 
Ayat Al-quran surah al- Baqarah ayat 261 diatas menjelaskan tentang 
perumpamaan yang mendorong manusia untuk berinfak di jalan Allah. Pengorbanan 
harta menegakan dijalan Allah bukanlah merugikan, melainkan memberikan 
untung
28
. 
Dalam  Al-Qur’an tidak menjelaskan secar terperinci mengenai hukum wakaf  
maka dalam hadits diatur tentang dasar hukum  wakaf . yaitu  diterangkan dalam 
hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari  Abu  Hurairah: 
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ق ملسو ويلع للها ىلص للها ل وس ر نا للها ضر ةرى بىا نعلا  اج ةقدص  نملاا :ةث لاش نم لاا ولمع ونع عطقنا ناسنلاا تام ذا (:
 ور )ولوعدي لح اص دلوو ,وب عفتنب ملعوا ,ةيراه ملسم29    
“Dari Abu Hurairah Radhiyallahuanhu bahwasanya Rasulullah saw 
bersabda “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka putuslah 
pahala amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah 
(wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya”. 
Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari  Abu  Hurairah diatas 
menjelaskan tentang tiga amlan yang tidak putus setelah meninggal yaitu sedekah 
jariyah (wakaf), Anak yang saleh dan ilmu yabg bermanfaat. Para ulama menafsirkan 
sedekah jariah dalam hadis di atas dengan wakaf. 
3. Fungsi Dan Tujuan Wakaf 
Diatur dalam Undang-Undang No 41 tentang Wakaf, tujuan dan fungsi wakaf 
pada pasal 4, “wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan 
fungsinya” dan diatur pula dalam pasal 5 berbunyi “wakaf berfungsi mewujudkan 
potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum”. 
Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang 
fungsi wakaf dalam pasal 216 “fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda 
wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya 
guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran 
Islam”30. 
Disyariatkan Wakaf dalam islam pastilah bukan dengan  tanpa  tujuan.  Maka 
sesuai dengan kitab  Hikmatu  Tasyri‟Wa Falsafatuhu, karangan Syeh Ali Ahmad 
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Al- Jurjawi mengatakan dalam pensyariatkan wakaf terdapat beberapa tujuan, 
diantaranya
31
: 
a. Agar harta kekayaan dapat terdistribusikan secara merata ke seluruh 
kalangan. Artinya, orang-orang berada (mampu) nantinya dapat berbagi 
rizki dengan golongan orang-orang yang kurang mampu lewat perantara 
wakaf ini. 
b. Agar manusia terhindar dari sikap mengambur- hamburkan harta pada hal-
hal yang tidak bermanfaat dengan cara mewakafkannya seraya mengharap 
keridhaan dari Allah. 
c. Sebagai investasi pahala untuk waqif. Sebab sebagaimana kita tahu bahwa 
pahala yang didapat dari ibadah wakaf itu akan terus mengalir meskipun 
pewakafnya telah meninggal dunia. 
4. Macam Macam Wakaf 
Menurut jumhur ulama’ wakaf terbagi menjadi dua32 : 
a. Wakaf Dzurri (keluarga) disebut juga wakaf khusus dan ahli ialah wakaf 
yang ditujukan untuk orang-orang tertentu baik keluarga wakif atau orang 
lain. Wakaf ini sah dan yang berhak untuk menikmati benda wakaf itu 
adalah orang-orang tertentu saja. Misalnya, seseorang mewakafkan 
sebidang tanah untuk keperluan biaya belajar orang dikampungnya yang 
miskin. Atau seorang mewakafkan buku perpustakaan pribadi kepada 
keturunannya yang mampu menggunakan. Wakaf khusus ini akan 
mengalami masalah jika keturunan atau orang lain yang ditunjuk telah 
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punah atau tidak mampu lagi untuk menggunakan benda wakaf itu maka 
wakaf itu dikembalikan  kepada syarat pemula bahwa wakaf tidak dibatasi 
waktunya. Maka penggunaan wakaf dapat diteruskan kepada orang lain 
secara umum. Karena sifatnya yang tidak kontinu dan kelak menghadapi 
kesulitan untuk  menentukan penerima wakaf maka undang-undang di 
Mesir menghapus wakaf ahli ini melaluiundang-undang No. 180 Tahun 
1952. 
b. Wakaf Khairi yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum dan 
tidak dikhususkan kepada orang-orang tertentu. Wakaf Khairi inilah wakaf 
yang hakiki yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif 
itu meninggal dengan catatan benda itu masih dapat diambil 
manfaatnyaDitinjau dari penggunaannya, wakaf kairi  ini jauh lebih 
banyak manfaatnya dibandingkan dengan wakaf dzurri , karena tidak 
terbatas pada pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf 
inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu 
sendiri. 
5. Rukun dan Syarat Wakaf 
a. Rukun wakaf 
1) Adanya orang yang berwakaf (waqif) 
2) Pihak atau lembaga yang diberikan hak untuk memperoleh manfaat atau 
tujuan dari harta (mauquf alaih) 
3) Adanya benda yang diwakafkan (mauquf bih) 
4) Adanya aqad atau lafadz (sighat) 
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5) Nadzir (pengelola wakaf)33 
b. Syarat-syarat wakaf 
Dari rukun-rukun wakaf di atas, masing-masing mempunyai syarat/kriteria, 
diantaranya:  
1) Syarat Wakif  
Orang yang mewakafkan disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam 
membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi lima (5) kriteria, 
yaitu:  
a) Kemauan Sendiri  
Disyaratkan seorang wakif adalah orang yang ahli berbuat kebaikan dan 
wakaf dilakukannya secara sukarela, tidak karena paksaan
34
. Wakaf harus didasarkan 
atas kemauan sendiri, bukan atas tekanan dari pihak manapun 
Ulama sepakat bahwa wakaf dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya, 
begitu pula hukum atau ketentuan bagi setiap perbuatannya. Hal ini didasarkan hadits 
riwayat Hakim dan Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “telah 
diampuni umatku karena kekeliruan, lupa dan keterpaksaan”35.Pemaksaan yang 
salah dalam bertindak tidak hanya terbatas pada pemaksaan dalam bentuk perbuatan, 
tetapi juga dalam bentuk perjanjian yang membahayakan diri atau siapa saja yang 
akan melaksanakannya. 
b) Merdeka 
Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hambasahaya) tidak sah, karena 
wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada 
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orang lain. Hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki 
adalah kepunyaan tuannya.Sekiranya dia mendapat ijin dari tuannya untuk 
berdagang, hal itu terbatas untuk berdagang saja, tidak mencakup ijin untuk 
bersedekah atau wakaf, karena dia tidak mempunyai hak atas hartanya. 
c) Berakal sehat 
Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak 
berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. 
Para fuqaha menggolongkan orang idiot, orang pingsan dan orang tidur ke dalam 
kategori hilang akal (gila), karena ketidaksadaran akal yang menyebabkan hilangnya 
kelayakan atau kecakapan dalam memberikan keputusan dan sedekah, serta seluruh 
perbuatan yang membahayakan atau merugikan secara materil. Demikian juga orang 
yang pikun karena lanjut usia atau karena musibah yang menimpanya, yang 
menyebabkan akalnya tidak sehat atau tidak berfungsi secara sempurna. Jika mereka 
melakukan perbuatan hukum wakaf atau sedekah, maka hukumnya tidak sah karena 
akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya. 
d) Dewasa (baligh) 
Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya 
tidak sah, karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula 
untuk menggugurkan hak miliknya. Walaupun dia adalah anak yang sudah mengerti, 
dia tidak layak membuat satu keputusan, bersedekah dan segala bentuk kesepakatan 
yang akan membahayakannya sendiri. Tidak ada pengecualian, baik itu anak kecil 
29 
 
 
 
yang telah diberi izin dalam perniagaan ataupun tidak, sebab anak kecil yang belum 
baligh bukan tergolong orang yang berhak untuk berderma.
36
 
e) Tidak berada di bawah pengampuan 
Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk 
berbuat kebaikan (tabarru’), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah, karena 
sedekah atau wakaf itu sah apabila dilakukan dengan kesadaran dan keinginan 
seseorang itu sendiri. 
2) Syarat Mauquf Alaih 
Dalam hubungannya dengan tujuan wakaf ini perlu dikemukakan bahwa 
tujuan wakaf yang sesungguhnya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT 
dalam rangka beribadah kepada-Nya, atau sekurang-kurangnya hal yag 
diperbolehkan menurut ajaran Islam yang menjadi sarana ibadah dalam arti luas. 
Tujuan wakaf harus jelas untuk siapa wakaf diberikan, kepada orang tertentu, 
kelompok atau badan hukum. Tujuan wakaf adalah sebagai berikut: 
a) Mencari keridhaan Allah SWT termasuk di dalamnya segala macam. 
usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti mendirikan tempat ibadah 
untuk kaum muslim, kegiatan dakwah, pendidikan Islam dan sebagainya. 
Karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya untuk kepentingan 
maksiat atau yang bertentangan dengan ajaran Islam. Demikian juga wakaf 
tidak boleh dikelola untuk usaha yang bertentangan dengan agama Islam, 
seperti untuk industri minuman keras dan lain-lain. 
b) Guna kepentingan masyarakat, seperti membantu fakir miskin, orang-
orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah atau asrama anak yatim. 
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c) Memajukan dan meningkatkan ekonomi umat 
d) Memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan 
syariah dan peraturan perundang-undang
37
. 
Dalam fikih dibicarakan bahwa tujuan wakaf diartikan kepada siapa atau 
untuk apa wakaf itu diberikan, yang mana hal tersebut dibedakan menjadi dua 
macam: 
a) Tujuan wakaf bersifat pasti kepada objek tertentu dan bersifat umum, atau 
mauquf alaih telah ditentukan orangnya oleh si wakif ketika ikrar wakaf. 
Para ulama sepakat bahwa objek wakaf atau pihak yang menerima wakaf 
yang bersifat perorangan harus mempunyai dan memiliki keahlian. 
b) Tidak tertentu, wakaf yang mauquf alaih-nya tidak ditentukan kepada 
siapa diberikan, maka syarat mauquf’ alaih hanya satu, yaitu tidak untuk 
kemaksiatan. 
3) Syarat Mauquf Bih (harta yang diwakafkan). 
a) Benda yang diwakafkan disebut dengan mauquf bih. Berkedudukan 
sebagai objek wakaf, mauquf bih merupakan hal yang sangat penting 
dalam perwakafan. Akan tetapi, harta yang diwakafkan tersebut bisa 
dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
Benda harus memiliki nilai guna. Benda yang memiliki nilai, secara 
etimologi berarti benda/harta yang memiliki nilai yang dapat menjamin 
jika terjadi satu kerusakan, benda itu dapat dimiliki oleh seseorang dan 
dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun. Benda itu juga dapat 
digunakan dalam jual beli, pinjam-meminjam, serta bisa digunakan 
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sebagai hadiah.Tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu. Tidak sah 
hukumnya mewakafkan sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak 
yang bersangkut paut dengan benda, seperti: hak irigasi, hak lewat, hak 
pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak 
berharga menurut syara’, yakni benda yang tidak boleh diambil 
manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya, 
karena maksud dari wakaf itu sendiri adalah mengambil manfaat benda 
yang diwakafkan serta mengharapkan pahala atau keridhaan Allah atas 
perbuatan tersebut. 
b) Benda tetap (tidak bergerak) atau benda bergerak yang dibenarkan untuk 
diwakafkan. Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam sejarahnya dan juga 
sampai sekarang pada umumnya mewakafkan harta berupa benda yang 
tidak bergerak, seperti tanah, bangunan untuk masjid, madrasah, 
pesantren, rumah sakit, panti asuhan, kuburan dan lain sebagainya. 
Pandangan ini telah disepakati oleh semua madzhab empat. Garis umum 
yang dijadikan sandaran golongan Syafi‟iyyah dalam mewakafkan 
hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, 
baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi 
(milik bersama). Akan tetapi, meskipun golongan Syafi’iyyah 
membolehkan harta bergerak seperti uang, saham dan surat berharga 
lainnya, umat Islam Indonesia belum bisa menerima sepenuhnya karena 
dikhawatirkan wujud barangnya bisa habis 
c) Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad 
wakaf. Fuqaha mengharuskan syarat sahnya harta wakaf adalah harta itu 
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harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Penentuan 
benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlahnya, seperti seratus juta 
rupiah atau bisa juga menyebut dengan nisbahnya terhadap benda tertentu, 
misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya. Wakaf yang 
tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan, 
maka tidak sah hukumnya, seperti mewakafkan sebagian tanah yang 
dimiliki, sejumlah buku dan sebagainya. 
d) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna (al-
milk al-tamm) si wakif ketika terjadi akad wakaf. Oleh karenanya, jika 
seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, 
walaupun nantinya akan menjadi miliknya, maka hukumnya tidak sah, 
seperti mewakafkan benda atau sejumlah uang yang masih belum diundi 
dalam arisan, mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan 
jual beli dan lain sebagainya 
4) Syarat Shighat (Ikrar) 
Shighat atau lafadz ialah pernyataan kehendak dari wakif yang dilahirkan 
dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk 
apa dimanfaatkan. Apabila penerima wakaf adalah pihak tertentu, sebagian ulama‟ 
berpendapat perlu ada qabul (jawaban penerimaan). Tapi, kalau wakaf itu untuk 
umum saja maka tidak harus ada qabul
38
. 
Jika seseorang membangun sebuah masjid dalam lokasi hak miliknya, dia 
sholat di dalamnya dan mengizinkan orang lain untuk sholat, maka masjid itu tidak 
dianggap harta wakaf dengan perbuatan ini, bahkan dia harus berkata: “saya 
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wakafkan bangunan ini menjadi masjid untuk sholat dan menegakkan syiar-syiar 
agama Allah”, karena sesungguhnya wakaf adalah penghapusan hak milik dengan 
niat mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak sah tanpa ada ucapan sedangkan dia 
mampu. Sama dengan makna ucapan jika dia memberi isyarat dari orang yang bisu 
yang bisa dipahami bahkan boleh juga berupa tulisan di atas kertas dari orang yang 
bisa berbicara beserta niatnya, adapun jika dia berkata setelah selesai membangun 
saya bolehkan orang beri‟tikaf di dalamnya, maka bangunan itu menjadi masjid 
karena I’tikaf tidak sah kecuali di dalam masjid, berbeda dengan sholat39 
Pernyataan wakaf terdiri dari dua bagian, yaitu lugas dan kiasan. Lafadz yang 
lugas adalah jika wakif mewakafkan harta dengan ucapan wakaf atau yang diambil 
dari padanan katanya. Misalnya wakif mengucapkan: “saya wakafkan tanah ini 
kepada fakir miskin, atau dia menginfakkannya kepada para mujtahid.” Sementara 
ucapan yang sepadan misalnya: “tanah saya diwakafkan kepada para ulama atau 
pencari ilmu.” Jika wakif tidak menyebutkan orang yang menerima wakaf dalam 
pengucapan shighat wakaf, maka akad wakaf tidak sah. 
Sedangkan wakaf dengan lafadz kiasan yaitu mewakafkan sesuatu dengan 
ucapan yang bisa berarti wakaf atau yang lainnya, seperti ucapan sedekah, karena 
lafadz ini mempunyai arti ganda antara wakaf dan sedekah. Jika wakaf dengan lafadz 
kiasan,  maka harus diikuti dengan niat dari yang mewakafkan. Misalnya dengan 
mengucapkan: “saya bersedekah dengannya sebagai sedekah yang tidak bisa dijual, 
tidak dihibahkan dan tidak diwariskan.” Wakaf dengan lafadz kiasan tetap 
menjadikan akad wakaf sah
40
. 
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Lebih jelasnya, shighat adalah ucapan yang memungkinkan adanya wakaf, 
dan lafadz yang dipakai adalah kata-kata yang menunjukkan adanya wakaf meskipun 
tidak harus dengan redaksi “wakaf”. Shighat atau lafadz/pernyataan wakaf harus 
dinyatakan dengan baik secara lisan maupun tulisan, menggunakan kata “aku 
mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat semakna lainnya41. 
5) Syarat Nadzir (pengelola wakaf) 
Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk 
memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik baiknya, sesuai dengan wujud 
dan tujuannya. Pada dasarnya siapapun dapat menjadi nadzir asal saja ia berhak 
melakukan tindakan hukum. 
Para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf, baik yang 
bersifat perseorangan, maupun kelembagaan. Pengangkatan nadzir wakaf ini 
bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus,sehingga harta wakaf itu tidak 
sia-sia. Nadzir mempunyai kedudukan  penting dalam perwakafan, oleh sebab itu 
nadzir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan agar wakaf bisa 
diberdayakan dengan semestinya
42
. 
Adapun mengenai syarat nadzir dalam hal ini termaksud dalam Kompilasi 
Hukum Islam, Undang-undang RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 9, nadzir 
dapat meliputi nadzir perseorangan, organisasi dan atau badan hukum
43
.Dan 
mengenai syarat-syarat dari masing masing nadzir tersebut diterangkan dalam pasal 
10 ayat 1, 2 dan 3, yaitu: 
Syarat nadzir perseorangan, diantaranya: 
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a) Warga Negara Indonesia 
b) Beragama Islam  
c) Dewasa  
d) Amanah  
e) Mampu secara jasmani dan rohani, dan  
f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum 
g) Syarat nadzir organisasi, diantaranya: 
h) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir 
perseorangan  
i) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, 
dan/atau keagamaan Islam. 
j) Syarat nadzir badan hukum, diantaranya: 
k) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir 
perseorangan 
l) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dan 
m) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, 
kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. 
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BAB III 
BIOGRAFI IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU AL QUDAMAH 
A. Biografi Imam An-Nawawi 
Imam Al Nawawi lahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di kota 
Nawa
44
,di lahirkan didaerah Dimasyq atau Damaskus yang sekarang ini merupakan 
ibukota dari Suriah. Imam al Nawawi beliau wafat pada tahun 676 H  dalam usia 70 
tahun
45
.  
Imam Al Nawawi nama lengkap adalah Yahya Bin Syaraf Muri Bin Hasan 
Muhammad Bin Jum’ah Bin Hizam Al-Haurani Ad-Dimasyqi Asy-Syafi’i46, 
Panggilannya Abu Zakaria. Namun panggilan ini tidak sesuai dengan aturan yang 
biasa berlaku. Para ulama’ telah menganggapnya sebagai suatu kebaikan 
sebagaimana yang dikatakan Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu’, “Disunnahkan 
memberikan panggilan kunyah kepada orang-orang yang saleh baik dari kaum lelaki 
maupun perempuan”. Beliau mulai belajar di Katatib (tempat belajar baca tulis untuk 
anak-anak) dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia baligh
47
. 
Sifat-sifat dari imam nawawi sebagaimana dikatakan Adz-Dzahabi, “Imam 
An-Nawawi berkulit sawo matang, berjenggot tebal, berperawakan tegak, 
berwibawa, jarang tertawa, tidak bermain-main, dan terus bersungguh-sunguh dalam 
hidupnya. Ia selalu mengatakan yang benar, meskipun hal itu sangat pahit baginya 
dan tidak takut hinaan orang yang menghina dalam membela agama Allah. 
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1. Perjalanan Menuntut Ilmu 
Imam Nawawi telah menjadi hafidz quran pada saat usia beliau sepuluh 
tahun.Pada usia 18 tahun, tepatnya tahun 649 H, imam nawawi muda mulai 
pengembara mencari ilmu kedamaskus.dengan mendatangi para ulama kota 
tersebut.
48
 
Pada tahun 651 H  imam nawawi menunaikan ibadah haji bersama ayahnya, 
kemudian beliau  pergi ke Madinah dan hingga  menetap disana selama satu setengah 
bulan lalu kembali ke Dimasyq kampung halamannya. Pada tahun 665 H ia mengajar 
di Darul Hadits Al-Asyrafiyyah (Dimasyq). 
Imam Nawawi digelari Muhyiddin (orang yang menghidupkan agama) tetapi 
beliau sangat membenci gelar ini karena ketawadhu’ beliau. 
2. Guru-Guru dan Murid Imam An-Nawawi: 
Diantara syaikh Imam Nawawi adalah : 
a. Abul Baqa’ An-Nablusiy, 
b. Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausiy, 
c. Abu Ishaq Al-Muradiy, 
d. Abul Faraj Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy, 
e. Ishaq bin Ahmad Al-Maghribiy dan 
f. Ibnul Firkah 
Dan diantara murid Imam Nawawi:  
a. Asy-Syihab Muhammad bin Abdil Khaliq bin Utsman bin Muzhir Al-
Anshari Ad-Dimasqi Al-Muqri 
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b. Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Abbas bin Ja’wan 
c. Al-Faqih Al-Muqri Abu Al-Abbas Ahmad Adh-Dharir Al-Wasithi 
yang mendapat julukan Al-Jalal 
d. An-Najm Ismail bin Ibrahim bin Salim bin Al-Khabaz 
Guru-guru Imam An-Nawawi adalah 
a. Tajuddin Al-Fazari yang dikenal dengan Al-Farkah. 
b. Al-Kamal Ishaq Al-Maghribi. 
c. Abdurrahman bin Nuh. 
d. Umar bin As’ad Al-Arbali. 
e. Abu A-Hasan Salam bin Al-Hasan Al-Arbali. 
Guru-guru Imam Nawawi dalam bidang hadits: 
a. Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusi Al-Mashri Ad-Dimasyq 
b. Abu Ishaq Ibrhim bin Abi Hafsh Umar bin Mudhar Al-Wasithi. 
c. Zainuddin Abu Al-Baqa’ Khalid bin Yusuf bin S’ad Ar-Ridha bin Al- 
Burhan. 
d. Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdil Muhsin Al-Anshari. 
Guru Imam Nawawi dalam bidang ilmu ushul: 
a. Al-Qadhi Abu Al-Fatih Umar bin Bandar bin Umar bin Ali bin 
Muhammad At-Taflisi Asy-Asy-Syafi’i. 
Guru Imam Nawawi dalam bidang ilmu nahwu: 
a. Ahmad bin Salim Al-Mashri. 
b. Ibnu Malik. 
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c. Al-Fakhr Al-Maliki49. 
3. Hasil Karya Imam An-Nawawi 
Imam Nawawi semasanya meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang 
terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantara karya-karyanya yaitu
50
: 
Dalam bidang hadits:  
a. Syarh Muslim yang dinamakan Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Al-
Hajjaj 
b. Riyadh Ash-Shalihin 
c. Al-Arbain An-Nawawiah 
d. Khulashah Al-Ahkam min Muhimmat As-Sunan wa Qawa’id Al-Islam 
e. Syarh Al-Bukhari (baru sedikit yang ditulis) 
f. Al-Adzkar yang dinamakan Hilyah Al-Abrar Al-Akhyar fi Talkhish Ad-
Da’awat wa Al-Adzkar 
Dalam bidang fiqih:  
a. Raudhah Ath-Thalibin 
b. Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab (belum sempurna, namun 
disempurnakan As-Subki kemudian Al-Muthi’i) 
c. Al-Minhaj 
d. Al-Idhah 
e. Al-Tahqiq 
Dalam bidang bahasa: 
a. Tahdzib Al-Asma’wa Al-Lughat bagian kedua 
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b. Tahrir At-Tanbih 
Dalam bidang akhlak:  
a. Adab Hamalah Al-Qur’an 
b. Bustan Al-Arifin 
Kitab-kitab ini dikenal secara luas termasuk oleh orang awam dan 
memberikan manfaat yang besar sekali untuk umat. Ini semua tidak lain karena 
taufik dari Allah Ta’ala, kemudian keikhlasan dan kesungguhan beliau dalam 
berjuang.Di antara karya-karya beliau yang paling bermanfaat, terkenal dan tersebar 
di semua kalangan adalah kitab “Riyadhush Shalihin”.  
4. Dasar Istinbath Hukum Imam An-Nawawi 
Ibnu Al-Aththar mengatakan, “ Imam An-Nawawi pengikut mazhab Al- 
Syafi’i, oleh karena itu metode istinbath hukumnya mengikut kepada mazhab syafi’i 
yaitu, Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma’, Qiyas, istishab51. kaedah-kaedahnya beserta 
dasarnya, cabangnya, mazhab-mazhab, sahabat, tabi’in, perselisihan dan kesepakatan 
ulama’, pendapat yang masyhur dan yang tidak masyhur. Dalam hal itu, ia mengikuti 
mazhab salaf
52
 
B. Biografi Ibnu Quddamah 
Ibnu Quddamah dilahirkan di Yerussalem, tepatnya di Jama’il pada bulan 
Sya’ban pada tahun 514 H/1147 dan wafat pada tanggal 6 Jumadil Akhir pada Tahun 
620 H/1223 M.
 53
 Beliau memiliki nama lengkap yaitu Syaikh Muwaffiq al-Din Abu 
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Muhammad Abdullah bin Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Quddamah al-Hanbali bin 
Miqdam Ibnu Abdullah al-Maqdisi al-Dimasyqi.
54
 
1. Perjalanan Menuntut Ilmu 
Ibnu Quddamah memulai pendidikannya dengan mempelajari Al- Qur’an dari 
ayahnya sendiri, pada usia 20 tahun Ibnu Quddamah sudah mulai mengembara ilmu 
khususnya di bidang fiqh. Lalu Ibnu Quddamah berangkat dengan pamannya ke Irak 
untuk menuntut ilmu khususnya di bidang fiqh, ia berada di Irak selama empat tahun 
dan belajar kepada syaikh Abdul Qadir al-Jailani.
55
 
Dalam kunjungannya yang kedua di Baghdad, beliau melanjutkan untuk 
belajar hadis selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul 
Fath Ibnu Al-Manni. Setelah itu beliau kembali ke Damaskus, di sana dia mulai 
menyusun kitabnya “Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi” (fiqih madzhab Imam 
Ahmad bin Hanbal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqih 
secara umum, dan khususnya di madzhab Imam Ahmad bin Hanbal.
56
 
Dan di Damaskus namanya semakin terkenal karena dia mengadakan 
sejumlah majlis keilmuan di masjid al-Muzhaffari yang berada di Damaskus dengan 
tujuan untuk menyebarluaskan mazhab hambali yang dibangun oleh Imam Abu 
Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asy-Syaibani.
57
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2. Guru-Guru dan Murid Ibnu Quddamah 
Ibnu Quddamah telah mendalami berbagai macam ilmu yang tidak 
diperolehnya dari segelintir guru. Akan tetapi guru-guru beliau itu  berjumlah lebih 
dari 30 orang. Mereka ada yang tinggal di Baghdad, Damaskus, Mousul dan di 
Makkah.
58
 Adapun nama-nama guru beliau sebagian dari mereka yaitu: 
Pertama, di Baghdad 
a. Abu Zur’ah Thahir bin Muhammad bin Thahir al-Maqdisi, Ibnu 
Quddamah menimbah imu dengannya di Baghdad pada tahun 566 H. 
b. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad atau 
yang terkenal dengan nama Ibnu al-Khasysyab, seorang ahli 
Nahwu,Lughah dan ahli fatwa. Para ulama pada masanya sering 
berkumpul di tempatnya dengan tujuan untuk meminta fatwa dan 
bertanya kepadanya tentang berbagai permasalahan. Dia wafat pada 
tahun 567 H 
c. Jamaluddin Abu Al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau 
yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Jauzi. Dia adalah seorang ahli 
fikih, ahli hadits, serta orang wara’ dan zuhud. Dia wafat pada tahun 
597 H. 
d. Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Ath-Thusi Al-
Baghdadi atau Ibnu Taaj, seorang qari’ dan ahli zuhud. 
e. Abu Al-Fath Nashr bin Fityan bin Mathar atau yang terkenal dengan 
nama Ibnu Al-Mina An-Nahrawani. Ibnu Quddamah belajar fikih dan 
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ushul fikih darinya. Dia meninggal dunia pada 583 H dalam keadaan 
belum menikah. 
f. Muhammad bin Muhammad As-Sakan 
Kedua, di Damaskus 
a. Ahmad bin Muhammad bin Quddamah Al-Maqdisi yaitu ayahnya 
sendiri. 
b. Abu Al-Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal al-Azdi 
ad-Dimsyaqi wafat pada tahun 565 H 
c. Abu al-Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi wafat 
pada tahun 578 H.
59
 
Ketiga, di Makkah 
a. Abu Muhammad al-Mubarak bin Ali al-Hambali seorang ahli hadits 
dan ahli fikih. 
Adapun murid-murid beliau di antara mereka adalah: 
a. Saifuddin Abu Abbas Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Quddamah Al-
Maqdisi Ash-Shalih Al Hambali (wafat 643 H). 
b. Taqiyuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-Azhar Ash-
Sharifaini Al-Hambali, seorang hafizh (wafat 641 H). 
c. Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani Al 
Maqdisi (wafat 643 H). 
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d. Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawiy bin 
Abdullah Al-Mundziri, seorang pengikut mazhab syafi’i (wafat 656 
H) 
e. Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir Al 
Hashani (wafat 625 H) 
f. Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin 
Ahmad bin Quddamah Al Maqdisi Al Jumma’il (wafat 682 H). Beliau 
adalah putra daripada saudara laki-laki Muwaffaquddin. 
3. Karya-Karyanya 
Beliau memiliki sejumlah karya dalam berbagai bidang keilmuan , adapun 
sebagian dari karya-karyanya antara lain
60
: 
Dalam bidang ushuluddin yaitu :  
a. Al-Burhan fi Masail al-Qur’an, membahas ilmu-ilmu Qur’an terdirihanya 
satu juz. 
b. Jawabu Mas’alah Waradat fi al-Qur’an hanya satu juz  
c. Al-I’tiqa’satu juz  
d. Mas’alah al-Uluwi terdiri dari dua juz 
e. Dzam al-Takwil membahas persoalan takwil, hanya satu juz. 
f. Kitab al-Qadar berbicara tentang qadar hanya satu juz. 
g. Kitab Fatla’il al-Sahaban, membahas tentang kelebihan sahabat, dalam 
dua juz. 
h. Risalah Ila Syaikh Fahruddin Ibnu Taimiyah fi Tahlidi ahli al-Bidai fial- 
Naar  
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i.  Mas’alatul fi tahrini al-Nazar fi kutubi Ahli al-Kalam. 
Dalam bidang fiqih, yaitu :  
a. Al-Mughni, kitab fikih dalam 10 jilid besar, memuat seluruh 
persoalanfikih, mulai dari ibadah, muamalah dengan segala aspeknya, 
sampaikepada masalah perang. 
b. Al-Kaafi, kitab fikih dalam 3 jilid besar. Merupakan ringkasan bab fikih. 
c. Al-Muqni’, kitab fikih yang terdiri atas 3 jilid besar, tetapi tidak selengkap 
kitab al-Mughni. 
d. Al-Umdah fi al-Fiqh, kitab fikih kecil yang disusun untuk para pemula 
dengan mengemukakan argumentasi dari Al-Qur’an dan Sunnah. 
e. Mukhtasar al-Hidayah li Abi al-Khatab, dalam satu jilid. 
f.  Menasik al-Haji tentang tata cara haji, dalam satu juz.  
g. Dzam al-Was-Was, satu juz.  
h. Roudlah al-Nazdzir fi Ushul al-Fiqh, membahas persoalan ushul fiqh dan 
merupakan kitab ushul tertua dalam mazhab Hambali, di kemudian 21 hari 
diringkas oleh Najamuddin al-Tufi, selain itu beliau juga memiliki fatwa 
dan risalah yang sangat banyak. 
Dalam bidang bahasa dan nasab:  
a. Qun’ah al-Arib fi al-Gharib, hanya satu jilid kecil  
b. Al-Tibyan an Nasab al-Quraisysin, menjelaskan nasab-nasab orang 
Quraiys, hanya satu juz  
c. Ikhtisar fi Nasab al-Anshar, kitab satu jilid yang berbicara tentang 
keturunan orang-orang Ansor.  
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d. Dalam bidang tasawuf : 
e. Kitab Al-Tawabin fi al-Hadits, membicarakan masalah-masalah taubat 
dalam hadits terdiri dari dua juz. 
f. Kitab Al-Mutahabiin fillah, dalam dua juz. 
g. Kitab Al-Riqah wa al-Bika’ dalam dua juz. 
h. Fadhail al-Syura, kitab dua juz yang berbicara tentang keutamaan bulan 
Asyura. 
i. Fadhail al-Asyari  
Dalam bidang hadits: 
j. Mukhtasar al-Ilal al- Khailal, berbicara tentang cacat-cacat hadits, dalam 
satu jilid besar. 
k. Mukhtasar fi Gharib al-Hadits, membicarakan tentang hadits gharib. 
l.  Masyikh Ukhra, terdiri dari beberapa juz.  
4. Dasar Istinbath Hukum Ibnu Quddamah 
Adapun dasar istinbath hukum yang digunakan Ibnu Quddamah dalam 
menetapkan hukum syara’ yaitu mengikuti metode istinbath hukum dari mazhab 
Hambali karena Ibnu  Qudamah bermazhab Hambali
61
.  
Adapun dasar istinbath hukum Ibnu Qudamah yang mengikut kepada istibath 
hukum mazhab Hambali yang dijelaskan Ibnu Qayyim yaitu sebagai berikut
62
: 
a. Nash al-Qur'an dan Hadis. 
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Tiap kali Ibnu Qudamah hendak berfatwa dan beliau menemukan dasarnya 
dalam nash, maka fatwa yang beliau sampaikan selalu mengikuti  ketetapan sumber 
tersebut. 
b. Pendapat yang disepakati sahabat. 
Jika dalam Al-Qur’an dan Hadits beliau tidak menmukan keterangan yang 
hendak difatwakan, beliau mencarinya pada pendapat sahabat. Apabila ditemukan 
dan pendapat tersebut disepakati oleh sahabat yang lain maka beliau 
menggunakannya. 
c. Pendapat yang diperselisihkan sahabat. 
Apabila permasalahan yang sedang dicari ternyata dikalangan sahabat 
diperselisihkan maka maka beliau memilih salah satunya yang sesuai al-Qur'an dan 
Hadits 
d. Hadits mursal atau hadits dha’if. 
Dalam menggali hukum Ibnu qudamah juga berpegang pada hadits mursal 
dan hadits dha’if. Kedua hadits ini menurutnya lebih unggul dari pada qiyas. Namun 
perlu dimengerti bahwasa beliau membagi hadits menjadi dua macam yaitu: Shahih 
dan dha’if. Oleh karena itu hadits dha’if yang dijadikan refrensi oleh beliau pada 
dasarnya masih menjadi bagian hadits shahih dan hasan, bukan dha’if yang batil, 
mungkar, ataupun yang diriwayatkan dengan praduga (muttaham). 
e. Qiyas. 
Ketika permasalahan yang sedang dicari hukumnya tidak ditemukan dalam 
nash, pendapata sahabat yang disepakati atau diperselisihkan, dan dalil lainnya 
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maka beliau dengan terpaksa menggunakan qiyas. Menurut beliau penggunaan 
qiyas menempati urutan terakhir, bahkan qiyas hanya boleh digunakan jika benar-
benar dalam keadaan terpaksa (Dharurat).
63
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BAB IV 
PERSPEKTIF AN-NAWAWI DAN IBNU AL-QUDAMAH TENTANG 
PENUKARAN HARTA WAKAF BERUPA MASJID 
A. Pendapat Beserta Dalil An-Nawawi 
Imam An-Nawawi berpendapat tidak memperbolehkan adanya penukaran 
benda wakaf berupa masjid. di dalam kitabnya  Raudhah  at-Tholibin  beliau 
mengatakan: 
 مطعزفبُٓع ط بُنا قشفرٔ ّن ٕح خهحًنا ذث شخ ٔأ,ذجغًنا وذَٓا ٕن : عشف
 لبحنا يف َّلأٔ,ٌبكبًك ِدٕع ٌبكيلإ ,ّعيثص ٕجيلأ ,ل بحث بكهي ذعي ىن ,ذجغًنا
 مْأ ٍي فخي ىن ٌإ,ةاشخنا عظ ًٕنا يف مطعًنا ذجغًنا ىث .ّيف حلاصنا ٍكًي
 ىن,ّعقَ دبغفنا ّعقُث شًعي ٌأ ىكبحنا ٖأس ٌإٔ عفحٔ طقَ,فيح ٌإٔ .طقُي
 ٔأ شئثحسبًع ٗنإ ّفشص صٕجي لآٔ ,ٗنٔأ ٕٓف,ّينإ ةشقا ٌبكبئ,صبج,ضخا اذجغي
 ٕح ٔأ ٖشخأ,شئث ٗنإ بٓعقَ ف شصي ,ذث شخ ارإ خف ٕق ًٕنا  شئجنا ازكٔ ,ض ٕح
.ضُكيأ بي فقا ٕنا ض شغ ٗعاشئ,ذجغًهنا )ٗنإ(لا ,ض
64 
“Kalau masjid itu roboh, atau tempat sekitarnya rusak dan masyarakat 
berpisah-pisah meninggalkan tempat tersebut    kemudian masjid tersebut 
menjadi kosong, maka masjid tersebut tidak kembali menjadi milik orang 
yang mewakafkan dalam keadaan apapun masjid tersebut tidak boleh dijual, 
karena masih mungkin kembali keadaan semula dan sesungguhnya dengan 
keadaan tersebut masih dimungkinkan digunakan untuk sholat.  Masjid yang 
sudah tidak digunakan di daerah rawan kerusakan, apabila tidak 
dikhawatirkan masjid tersebut dirusak oleh para pengerusak, maka tidak 
boleh dirusak. Dan apabila dikhawatirkan dirusak maka dirusak dan 
dipelihara barangnya . Dan apabila hakim (penguasa) dengan 
meruntuhkannya ingin membangun masjid lain maka boleh, tindakan-
tindakan yang dekat kepada tujuan itu maka lebih diutamakan, tidak boleh 
mentasarufkan bentuk masjid untuk membangun. Sumur atau danau. Seperti 
halnya sumur yang diwakafkan ketika rusak boleh dirobohkan dan untuk 
membangun sumur lain atau danau tidak untuk masjid, tujuan orang yang 
wakaf dijaga sedapat mungkin. 
 
Salah satu tujuan disyariatkannnya wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat 
benda wakaf untuk selama lamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum 
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lainnya yang sesuai dengan ajaran islam. sejalan dengan itu menurut pandangan 
imam An-Nawawi ia berpendapat tidak boleh menukar benda wakaf berupa masjid 
karena wakaf yang sudah rusak tidak boleh dijual dan tidak kembali kepada orang 
yang  mewakafkannya namun wakaf tersebut sudah pindah menjadi milik allah dan 
tempat yang rusak tadi masih bisa digunakan untuk shalat.  
Imam Nawawi hakikatnya tidak membolekan adanya penukaran benda wakaf 
karena menurutnya harus mempertimbangkan kekekalan benda wakafnya (ainnya). 
karena apabila benda wakafnya masih bisa digunakan seperti  dalam hal ini masjid 
maka tidak boleh dijual ataupun ditukar walaupun keadaannya rusak. Juga 
diterangkan dalam pendapat imam nawawi tersebut Jika dengan persyaratan adanya 
pertukaran jika hakim yang menyakininya akan dibangun masjid lain maka  
diperbolehkan. Dengan demikian mutlaknya Imam Nawawi tidak memperbolehkan 
adanya penukaran harta wakaf berupa masjid lain halnya jika apabila hakim 
memperbolehkan dan harus dengan mengganti dengan yang lain. 
Dasar hukum yang diambil Imam An-Nawawi dalam tidak memperbolehkan 
adanya penukaran benda wakaf berupa masjid yaitu  dalam hadits Ummar bin 
Khattab 
ييح انت دح .ىميمتل ا ييح نب اخ بران نع ,نونوع نبا نع رضخا نب ميلس ان :لاق .رمع نبا نع,عف
 ويلع للها ىلص بينلا ىتاف.بريبخ اضرارمع باصا رارماتسي ملسوي :لاقف.اهيف ه تبص ا نىا للها لوس را
 اهلصا تسبح تئش نا(لق ؟وب نىرمات امف.ونم ىدنءسفنا وى طق لاام بصا لم .بريبخ اضرا
ابه تدصتولاو.ثرويلاو .عاتبيلاو .اهلصا عابي لا ونا ؛رمع ابه قدصتف :لق .) قدصتف :لق .ابىوي
 نا اهيلو نم لىء حانحلا .فيضلاو .ليبسلا نباو .للها ليبس فىو.باقرلا فىو.بىرقلا فىو.ءارقفلا فى رمع
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 رعلد اب اهنم لك اي وف:لق .ويف لومتم يرغ .اقيدص معطي وا .  املف .ادممح ثيدلحاا ذبه تث دهف
لاام لث اتم يرغ :دممح لاق .ويف لوتم يرغ :ناكلدااذى تغلب :باتكلااذىارق نم ني ابناو :نوع نبا لق .
لام اثاتم يرغ لا)ملسم هور(65 
“Yahya bin Yahya At-Tamimi, telah memberitahukan kepada kami telah bercerita 
kepada kami, Sulaim bin Akhdar dari Ibnu Aun, dari Nafi‟, dari Ibnu Umar, ia 
berkata: Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar lalu Ia menghadap Nabi 
Saw untuk meminta pendapat tentang tanah tersebut seraya berkata, “Wahai 
Rosulullah, aku sungguh mendapat sebidang tanah di Khaibar, yang aku belum 
pernah mendapatkan harta yang lebih bagus darinya. Apa saran engkau tentang 
tanah ini?” Beliau bersabda, “ jika kamu mau, kamu bisa tahan asetnya dan 
menyedekahkan hasilnya.” Ibnu Umar berkata, “ Maka Umar bersedekah dengan 
hasilnya seeungguhnya asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, atau 
dihibahkan.” Perawi berkata, “ Umar bersedekah kepada orang-orang kafir, para 
kerabat, para budak, jihad dijalan Allah, ibnu sabil (orang yang berada dalam 
perjalanan), serta tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya memakan 
sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk memberi makan seorang teman 
tanpa menyimpannya.” Perawi berkata, “Aku telah memberitahukan hadits ini 
kepada Muhammad. Ketika aku menceritakan sampai „tanpa menyimpannya.” maka 
ia berkata, Tanpa mengumpulkan harta.” Ibnu Aun berkata, “ Telah mengabarkan 
kepada ku orang yang membaca kitab hadits ini bahwa di dalamnya terdapat 
keterangan, “ tanpa mengumpulkan harta.”  ( HR. Muslim) 
 
Dalam hadits diatas dijelaskan di dalam kitab subulusalam bab wakaf hadits 
diatas merupakan hadits shahih baik shahih Bukhari maupun Muslim. Imam 
Nawawai menggunakan hadits ini sebagai dasar hukum dalam melakukan penukaran 
harta wakaf karena dalam hadits Ummar bin Khattab, hadits tersebut menjelaskan 
tentang larangan untuk melakukan penukaran benda wakaf.  
B. Pendapat Beserta Dalil Ibnu Al Qudamah 
Ibnu Qudamah berpendapat bahwa  boleh melakukan penukaran benda wakaf 
berupa masjid. didalam  kitabnya  al mughni  beliau mengatakan: 
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 ,ذث شخ ض سأ ٔأ ,ذًَٓ اس ذك ّعفبُي ذهطعرٔ ة شخارا فق ٕنا ٌأ كنر خهًجٔ
ع ٍكًر ىنٔبرا ٕي ددبعٔ يف س بصٔ ,ُّع خي شقنا مْ أ مقزَا ذجغي ٔأ ,بٓرس بً
 تعشر ٔأ ,ّعظ ٕي يف ّعيع ٕر ٍكًي ىن ٔ ّهْ أث ق بظ ٔأ ,ّيف ٗهصي لا عظ ٕي
 ٌأ ّزيقث ّث شًعزن ّععث عيث ص بج ,ّععث عيجث لاإ ّععث حس بًع ٍكًر ىهف ّعيًج
عيًج عيث ,ُّيء ٗشث ع بفزَلاا ٍكًي ىنب.
66 
“Pendek kata apabila barang wakaf itu rusak dan hilang manfaatnya seperti 
rumah yang roboh atau bumi yang sudah mati dan tidak mungkin diramaikan 
lagi atau masjid yang warga sekitarnya sudah pindah dan masjid tersebut 
tidak digunakan untuk sholat atau masjid itu tidak mampu menampung 
jamaah, sementara masjid itu tidak dapat diperluas di area itu. Atau rusak 
seluruhnya  dan tidak mungkin membangun sebagian. Maka jualah sebagian 
dari masjid yang rusak tersebut untuk membangun sebagian tidak  dijual. 
Dan apabila tidak mungkin diambil manfaatnya secara keseluruhan maka 
jualah seluruhnya”.   
 
Ibnu Qudamah memandang kebolehan melakukan penukaran benda wakaf 
berupa masjid ini karena ia berpandangan bahwa apabila sudah terjadi kerusakan dan 
untuk menjaga agar tetap ada kemanfaatannya suatu barang wakaf. 
Diperbolehkannya penjualan atau penggantian barang wakaf dengan 
mempertimbangkan mashlahat. Pada intinya adalah upaya pemeliharaan barang 
wakaf tersebut. Meski bentuk pemeliharaannya tidak tertuju pada barang wakaf yang 
asli.  
Ibnu Qudamah berpendapat  ketika ada benda wakaf seperti masjid rusak dan 
tidak dapat dimanfaatkan sebagian maka boleh dilakukan penjualan harta wakaf baik 
itu sebagian ataupun seluruhnya.Jadi dalam hal ini  ibnu qudamah ia berpandangan 
lebih mementingkan aspek kemanfaatan suatu benda wakaf tersebut. Jadi dalam hal 
penukaran harta wakaf ibnu qudamah berpandangan lebih mementingkan aspek 
kemanfaatan suatu benda wakaf tersebut,wakaf tersebut dapat dikatakan kekal 
apabila manfaatnya terus dapat digunakan barulah dikatakan kekal. Kekalan benda 
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wakaf menurut ibnu qudamah adalah kekekalan manfaat  wakafnya bukan pada 
benda wakafnya. Ibnu Qudamah dalam hal ini tidak adanya persyaratan tertentu 
dalam melakukan penukaran benda wakafnya berbeda dengan imam Nawawi. 
Ibnu Qudamah menggunakan hadits sebagai metode yang di gunakan  adalah 
hadits Umar bin khattab yang menulis surat kepada Sa‟ad   
 بتك ونع للها ىضر رمع نا يورامب يذلا لالد تيب بقن دق ونا وغلب الد دعس لىا لقنا ةفوكل ا
تم رمتلاب يذلادجسلداجو ني ر دجسلدا ةلبق فى للد تيب لع دجسلدا في لازي نل ونافلصم67 
“Bahwasanya Umar menulis surat kepada Sa‟ad tatkala sampai kepada 
Umar berita bahwa Sa‟ad melubangi Baitul Mal di Kuffah isi Suratnya 
“Pindahkan masjid yang terletak ditamarin itu dan jadikan baitul mal ada di 
arah kiblat masjid. Sebab dengan cara itu masjid masih digunakan untuk 
sholat”  
Kejadian ini  diketahui oleh para sahabat. Tidak ada yang menentang. Oleh 
karena itu, ini menjadi ijma‟. Juga, karena peristiwa itu juga menunjukan upaya 
pengabadian wakaf secara substansial. Ketika tidak bisa diabadikan secara formal. 
Maka boleh dijual. 
Ibnu Qudamah juga menggunakan  hadis Ahmad yang diriwayatkan oleh Abu 
Dawud sebagi dasar hukumnya, yaitu: 
لذ ناتبشخ دجسلدا فى ناك ذا :دواد بيا ةياور في دحما لقمهنثم  ف رصو امهعيب راج ةميق ام ويلء 
“Imam Ahmad berkata dalam riwayat Abu Dawud “ jika di dalam masjid itu 
terdapat dua batang kayu yang mempunyai nilai jual, maka keduanya boleh 
dijual dan hasilnya diberikan kepada masjid tersebut” 
Al-Kabisi dalam bukunya hukum wakaf menjelaskan wakaf itu bersifat abadi. 
Namun, jika barang asli tidak mungkin diabadikan karena sudah rusak sehingga tidak 
mendatangkan manfaat.Maka metode mengabadikannya adalah dengan 
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menggantinya dengan barang baru yang dapat memberi manfaat yang sama dengan 
tujuan wakaf pertama. Selain itu penukaran terhadap benda wakaf sebagai juga solusi 
untuk mencegah dari kerusakan. 
C. Titik Perbedaan dan Persamaan pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu 
Al-Qudamah 
Pada dasarnya kedua pendapat Imam Nawawi dan  Ibnu Qudamah jika 
ditelaah lebih dalam memiliki persamaan yaitu suatu tujuan kemashlahatan yang 
sama. Persamaannya terletak pada metode dalam penarikan hukumnya Imam 
Nawawi dan Ibnu Qudamah sama sama dari  al-hadits sebagai metode untuk 
menggali hukum. 
Perbedaan pertama terletak pada perbedaan dalil yang digunakan sebagai 
dasar hukumnya. imam nawawi menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh sahabat 
umar bin khattab: 
 :لاق .رمع نبا نع,عفان نع ,نونوع نبا نع رضخا نب ميلس انبرخا .ىميمتل ا ييح نب ييح انت دح
 تبص ا نىا للها لوس راي :لاقف.اهيف هرارماتسي ملسو ويلع للها ىلص بينلا ىتاف.بريبخ اضرارمع باصا
لصا تسبح تئش نا(لق ؟وب نىرمات امف.ونم ىدنءسفنا وى طق لاام بصا لم .بريبخ اضرا اه
 قدصتف :لق .ابىويلاو.ثرويلاو .عاتبيلاو .اهلصا عابي لا ونا ؛رمع ابه قدصتف :لق .)ابه تدصتو
 نا اهيلو نم لىء حانحلا .فيضلاو .ليبسلا نباو .للها ليبس فىو.باقرلا فىو.بىرقلا فىو.ءارقفلا فى رمع
ا ذبه تث دهف :لق .ويف لومتم يرغ .اقيدص معطي وا .فو رعلد اب اهنم لك اي املف .ادممح ثيدلحا
:باتكلااذىارق نم ني ابناو :نوع نبا لق .لاام لث اتم يرغ :دممح لاق .ويف لوتم يرغ :ناكلدااذى تغلب 
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 ام اثاتم يرغ(لا)ملسم هور68  
sedangkan Ibnu Qudamah menggunakan hadis yang diriwayatakn oleh umar 
yang menulis surat ke sa’ad: 
 ىضر رمع نا يورام لقنا ةفوكل اب يذلا لالد تيب بقن دق ونا وغلب الد دعس لىا بتك ونع للها
لصم دجسلدا في لازي نل وناف دجسلدا ةلبق فى للد تيب لعجو ني رتم رمتلاب يذلادجسلدا69 
Jika ditinjau dari kedua hadis yang digunakan terlihat jelas bahwa menggunakan 
dua hadits yang berbeda maka karena perbedaan hadits yang berbeda maka memiliki 
argument yang berbeda. 
Perbedaan kedua dari segi argument Ibnu Qudamah membolehkan adanya 
penukaran harta wakaf karena ia menitik beratkan pada aspek maslahah yang 
menyertai dalam praktek tersebut. Bahwa menurut pendapatnya: 
 ,ذث شخ ض سأ ٔأ ,ذًَٓ اس ذك ّعفبُي ذهطعرٔ ة شخارا فق ٕنا ٌأ كنر خهًجٔ
 يف س بصٔ ,ُّع خي شقنا مْ أ مقزَا ذجغي ٔأ ,بٓرس بًع ٍكًر ىنٔبرا ٕي ددبعٔ
 تعشر ٔأ ,ّعظ ٕي يف ّعيع ٕر ٍكًي ىن ٔ ّهْ أث ق بظ ٔأ ,ّيف ٗهصي لا عظ ٕي
 حس بًع ٍكًر ىهف ّعيًج ٌأ ّزيقث ّث شًعزن ّععث عيث ص بج ,ّععث عيجث لاإ ّععث
عيًج عيث ,ُّيء ٗشث ع بفزَلاا ٍكًي ىنب.
70 
“Pendek kata apabila barang wakaf itu rusak dan hilang manfaatnya seperti 
rumah yang roboh atau bumi yang sudah mati dan tidak mungkin diramaikan 
lagi atau masjid yang warga sekitarnya sudah pindah dan masjid tersebut 
tidak digunakan untuk sholat atau masjid itu tidak mampu menampung 
jamaah, sementara masjid itu tidak dapat diperluas di area itu. Atau rusak 
seluruhnya  dan tidak mungkin membangun sebagian. Maka jualah sebagian 
dari masjid yang rusak tersebut untuk membangun sebagian tidak  dijual. 
Dan apabila tidak mungkin diambil manfaatnya secara keseluruhan maka 
jualah seluruhnya”.   
 
                                                             
68
Imam  Abi Khusain Muslim Ibnu Khhaj, Shohih Muslim, h.1255. 
69
Muhammad bin Qudamah, Mughni, h.252. 
70
Ibid., h. 251. 
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 Dari pendapat Ibnu Qudamah tersebut bahwa melakukan penukaran harta 
wakaf dibolehkan karena untuk menghilangkan kemubaziran harta wakaf dan agar 
harta wakaf tersebut terus dapat manfaatnya bagi masyarakat. Karena menurut beliau 
kekalan wakaf itu terletak pada aspek kekalnya manfaat benda wakaf tersebut bukan 
pada kekalnya benda wakafnya. 
 Berbeda dengan Pendapat imam An-Nawawi bahwa tidak membolehkan 
adanya penukaran harta wakaf karena ia menitik beratkan pada kekekalan dari benda 
wakaf . Menurut pendapatnya yaitu: 
 ابح اكلم دعي لم ,دجسلدا لطعتفاهنع س انلا قرفتو ول وح ةللمحا تب رخ وأ,دجسلدا مدنها ول : عرف
 ولدا في لطعلدا دجسلدا ثم .ويف ةلاصلا نكيد لالحا في ونلأو,ناكامك هدوع ناكملإ ,وعيبز ويجلاو ,ل
ىأر نإو ظفحو ضقن,فيح نإو .ضقني لم,وضقن داسفلا لىأ نم فيخ لم نإ,بارلخا عض  نأ مكالحا
 ,ض وح وأ رئبةرامع لىإ وفرص زويج لآو ,لىوأ وهف,ويلإ برقا ناكامو,زاج,زخا ادجسم وضقنب رمعي
 )لىإ(لا ,ض وح وأ ىرخأ,رئب لىإ اهضقن ف رصي ,تب رخ اذإ ةف وق ولدا  رئبلا اذكو
.زنكمأ ام فقا ولا ض رغ ىعاريو,دجسمللا71 
“Kalau masjid itu roboh, atau tempat sekitarnya rusak dan masyarakat 
berpisah-pisah meninggalkan tempat tersebut    kemudian masjid tersebut 
menjadi kosong, maka masjid tersebut tidak kembali menjadi milik orang 
yang mewakafkan dalam keadaan apapun masjid tersebut tidak boleh dijual, 
karena masih mungkin kembali keadaan semula dan sesungguhnya dengan 
keadaan tersebut masih dimungkinkan digunakan untuk sholat.  Masjid yang 
sudah tidak digunakan di daerah rawan kerusakan, apabila tidak 
dikhawatirkan masjid tersebut dirusak oleh para pengerusak, maka tidak 
boleh dirusak. Dan apabila dikhawatirkan dirusak maka dirusak dan 
dipelihara barangnya . Dan apabila hakim (penguasa) dengan 
meruntuhkannya ingin membangun masjid lain maka boleh, tindakan-
tindakan yang dekat kepada tujuan itu maka lebih diutamakan, tidak boleh 
mentasarufkan bentuk masjid untuk membangun. Sumur atau danau. Seperti 
halnya sumur yang diwakafkan ketika rusak boleh dirobohkan dan untuk 
                                                             
71
 Al-Nawawi, Raudlah al-Thalibin wa umdah al-Muftin, h. 420. 
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membangun sumur lain atau danau tidak untuk masjid, tujuan orang yang 
wakaf dijaga sedapat mungkin” 
 
Menurut pendapat imam An Nawawi bahwa tidak memboleh penukaran harta 
wakaf yaitu bahwasannya harta wakaf itu tidak bisa dijual dihibahkan dan tidak bias 
diwariskan. Imam nanawi lebih berhati hati dalam suatu perkara ia lebih menjaga 
kekekalan suatu harta wakaf tersebut. Perbedaan yang mendasarnya yaitu 
perbedaannya implikasi interpretasinya yang berbeda, karena memang persoalan 
fiqih adalah wilayah kḥilafiyah. 
Perbedaan ketiga yaitu menurut pendapat  Imam Nawawi melakukan 
penukaran benda wakaf berupa masjid itu dilarang karena menjaga kekalan benda 
wakaf itu tetapi imam nawawi juga berpendapat bahwa dapat melakukan penukaran 
benda wakaf berupa masjid Jika dengan persyaratan adanya pertukaran apabila 
hakim(penguasa) yang menyakininya akan dibangun masjid lain. Menurut nawawi 
tindakan tindakan yang dekat dengan tujuan itu lebih diutamkan.Berbeda dengan 
pendapat Ibnu Qudamah menurutnya tidak adanya persyaratan tertentu dalam 
melakukan penukaran benda wakafnya apabila sudah terjadi kerusakan pada benda 
wakafnya dan apabila manfaat suatu benda wakafnya tidak dapat diambil lagi maka 
boleh saja langsung melakukan penukaran benda wakaf tersebut tanpa adanya syarat 
yaitu harus meyakini adanya hakim penguasa yang membolehkannya. 
 
D. Pendapat yang relevan dengan UU. 41 tahun 2004 
Menurut hemat penulis setelah melakukan analisis terhadap kedua pendapat 
yaitu pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah, pendapat Imam Nawawi lebih 
relevan bila diterapkan dimasa sekarang, karena pada dasarnya benda yang sudah 
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diwakafkan dilarang untuk dijual, dihibahkan maupun diwariskan, dengan kondisi 
apapun walaupun benda wakaf tersebut mengalami kerusakan,tetapi apabila tidak 
dapat dipertahankan lagi boleh saja melakukan penukaran benda wakaf apabila 
hakim (penguasa) meyakini dan apabila ditukar harus dengan membagun masjid 
juga. Pandangan ini sejalan dengam UU No. 41 Tahun 2004 pada Pasal 40 BAB IV 
tentang perubahan status harta benda wakaf berbunyi: 
harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: 
h. Dijadikan jaminan 
i. Disita 
j. Dihibahkan 
k. Dijual 
l. Diwariskan 
m. Ditukar atau 
n. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. 
Dan apabila ingin melakukan penukaran harta wakaf harus sejalan dengan  
Pasal 41 yang berbunyi: 
1. Ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 40 huruf f dikecualikan 
apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan dugunakan untuk 
kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
tidak bertentangan dengan syariah. 
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 
dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan 
Badan Wakaf Indonesia. 
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3. Harta benda yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda 
yang manfaat dan nilai tukar sekurangnya sama dengan harta benda wakaf 
semula. 
4. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah.
18
 
Ketentuan yang lebih rinci diatur di dalam pasal 49-51 Peraturan Pemerintah 
Nomor 42 Tahun 2006 BAB VI tentang penukaran benda wakaf 
Pasal 49: 
5. Perubahan status benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali 
dengan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI. 
6. Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat 
diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut: 
d. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan 
umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) 
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan dan tidak 
bertentangan dengan prinsip syari’ah. 
e. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar 
wakaf. 
f. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan 
mendesak 
7. Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 izin 
pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika: 
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a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 
b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama 
dengan harta benda wakaf semula. 
8. Nilai dan manfaat harta benda penukar  sebagaimana dimaksud pada ayat 
3 huruf b ditetapkan oleh Bupati atau Walikota berdasarkan rekomendasi 
tim anggota penilai yang anggotanya terdiri dari unsur: 
a. Pemerintah daerah kabupaten atau kota 
b. Kantor pertanahan kabupaten atau kota 
c. Majlis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten atau kota 
d. Kantor Departemen Agama kabupaten atau  kota 
e. Nadzir tanah wakaf yang bersangkutan 
Pasal 50 
Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam pasal 
49 ayat 3 huruf b dihitung sebagai berikut: 
c. Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-
kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf. 
d. Harta benda penukar berada diwilayah yang strategis dan mudah untuk 
dikembangkan 
Pasal 51 
Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan 
sebagai berikut: 
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e. Nadzir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Mentri melalui KUA 
Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan- alasan perubahan status 
atau tukar menukar tesebut. 
f. Kepala KUA kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor 
Departemen Agama kabupaten atau kota. 
g. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota setelah menerima 
permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti 
dalam pasal 49 ayat 4 dan selanjutnya bupati atau walikota setempat 
membuat Surat Keputusan 
h. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau meneruskan 
permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada 
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan selanjutnya 
meneruskan permohonan tersebut kepada Mentri mendapatkan persetujuan 
tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya 
harus dilaporkan oleh nadzir kekantor pertanahan atau lembaga terkait 
untuk pendaftaran lebih lanjut. 
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Secara lebih rincin alur Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan 
diubah statusnya dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
i.  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
      (1) 
Menurut analisis penulisis bahwa pendapat Imam Nawawi yang lebih relevan 
dengan UU. 41 tahun 2004 karena menurut UU. 41 tahun 2004 pada dasarnya benda 
wakaf itu tidak boleh ditukar tetapi jika memang harus  terjadi penukaran harta 
wakaf haruslah memenuhi syarat yang sesuai pasal 41  UU. 41 tahun 2004  dan pasal 
49-51 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 BAB VI tentang penukaran 
benda wakaf sejalan dengan pendapat imam nawawi bahwa apabila harus dilakukkan 
penukaran harta wakaf maka harus dengan persetujuan hakim setempat.  
Menurut Imam Nawawi “apabila tidak dapat dipertahankan lagi boleh saja 
melakukan penukaran benda wakaf apabila hakim (penguasa) meyakini dan apabila ditukar 
  Kantor Kementrian Agama    
Provinsi 
   KUA kecamatan 
    Kantor Departemen 
Agama kabupaten atau 
kota 
       Nadzir 
 Tim Penilai 
(pemkot/pemkab, MUI 
Kab/kota, BPN Kab/Kot, 
dan Nadzir) 
    Kementrian Agama 
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harus dengan membagun masjid juga”  pendapat  imam nawawi ini setelah dianalisis 
sejalan dengan pasal 41 bagian (3) UU No. 41 Tahun 2004 berbunyi “Harta benda 
yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar 
sekurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.” Dan sejalan dengan pasal 49 
bagian (3).(b)  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 BAB VI tentang 
penukaran benda wakaf berbunyi “Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-
kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula”. 
 
Pada zaman sekarang banyak praktik dilapangan yang  melakukan penukaran 
benda wakaf berupa masjid dengan menjual benda wakaf dan hasilnya digunakan 
untuk mengganti barang wakaf sudah rusak dengan yang baru untuk dijadikan 
sebagai barang wakaf pengganti tanpa melihat batasan prosedur yang berlaku sesuai 
dengan UU No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 
BAB VI  tentang penukaran benda wakaf serta sesuai dengan Kompilasi Hukum 
Islam. Apabila hal ini dilegalkan begitu saja, maka orang akan senantiasa menjual 
barang wakaf tanpa melihat keabadian barang wakaf. 
Banyaknya praktik dilapangan yang melegalkan melakukan penukaran benda 
wakaf berupa masjid yang tidak sesuai dengan UU No 41 Tahun 2004 biasanya 
dikarenakan oleh masyarakatnya belum mengetahui secara lebih dalam mengenai 
bagaimana sebenarnya batasan dan prosedur yang berlaku  sesuai dengan UU no 41 
Tahun 2004 dan  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 BAB VI tentang 
penukaran benda wakaf dalam melakukan penukaran benda wakaf tersebut. Hal ini 
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bisa juga terjadi karena masyarakatnya tidak mendapatkan informasi secara jelas 
mengenai penukaran benda wakaf berupa masjid. 
Seiring dengan banyak kasus penukaran harta wakaf yang terjadi dewasan ini 
maka tujuan dari perlindungan dan peningkatan mutu wakaf itu sendiri itu ialah agar 
terpelihara suatu benda wakaf juga agar benda wakaf tidak disalah gunakan oleh 
pihak-pihak tertentu dan dalam kasus penukaran harta wakaf ini agar sesuai dengan 
proser aturan yang berlaku menurut UU No 41 Tahun 2004. 
Kasus mengenai penukaran harta wakaf yang terjadi ditengah tengah masyarakat 
pada dewasa ini agar berjalan sesuai dengan prosedur dalam penukaran harta wakaf 
sesuai dengan UU RI No 41 Tahun 2004 upaya peningkata mutu wakaf yang dapat 
dilakukan yaitu dengan: 
1. Masyarakat harus mengetahui secara lebih dalam mengenai bagaimana 
sebenarnya batasan dan prosedur yang berlaku  sesuai dengan UU no 41 
Tahun 2004 dalam melakukan penukaran benda wakaf,  
2. badan yang berwenang dalam wakaf juga perlu menginformasikan kepada 
masyarakat mengenai bagaimana prosedur yang berlaku dalam melakukan 
penukaran harta wakaf.  
3. Apabila terjadi penukaran harta waqaf yang tidak  sesuai dengan prosedur 
UU NO.41 Tahun 2004 maka badan yang berwenag dalam hal wakaf 
memberi sangsi terhadap pelakunya, agar memberi efek jera sepeti sangsi 
denda dan bagi pengurus benda wakaf dihapus jabatannya. 
4. Pemerintah dan badan pengurus harta wakaf perlu melakukan adanya revisi 
kembali terhadap UU No.41 Tahun 2004 khususnya pada 40 BAB IV  
tentang perubahan staus harta benda wakaf. Pada UU No 41 Tahun 2004 
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seharusnya dibuat pasal mengenai akiabat yang didapat apabila melakukan 
penukaran beda wakaf yang tidak sesuai dengan prosedur UU No 41 Tahun 
2004. 
5. Pemerintah dan badan pengelola harta wakaf harus memeriksa setiap benda 
wakaf harus memeliki sertifikat tanah karena apabila suatu benda wakaf tidak 
memiliki sertifikat maka benda wakaf tersebut mudah dipindah tangankan 
dan tujuan utama dari wakaf tersebut tidak terpenuhi. 
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BAB V 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
Setelah penulis membahas mengenai penukaran benda wakaf berupa masjid, 
penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pada prinsipnya Imam An-Nawawi yang berMazhab Syafi’iyyah 
melarang penjualan atau penukaran harta wakaf berupa masjid. Nawawi 
berpendapat bahwa apabila masjid itu rusak atau roboh maka masjid 
tersebut tidak kembali mejadi milik orang yang mewakafkannya dan 
dalam keadaan apapun masjid tersebut tidak  oleh dijual karena masih 
mungkin kembali kepada semula dan sesunggahnya keadaan tersebut 
masih dimungkinkan untuk melakukan shalat. Tapi kecuali hakim 
meyakini akan dibagun masjid lain sebagai wakaf makaboleh ditukar 
dengan masjid lain. Imam Nawawi melarang adanya penukaran benda 
wakaf berupa masjid karena prinsip kekekalan benda wakafnya. imam 
nawawi mendasarai pendapatnya dengan hadits Umar bin Khattab dan 
hadisnya termaksud shahih. 
2. Pendapat ibnu Al Qudamah yang bermazhab Hanafiyyah tentang 
penukaran harta wakaf adalah dibolehkan karena menurut pendapat ibnu 
qudamah adalah membolehkan menukar harta wakaf karena melihat dari 
aspek kemanfaatan benda wakafnya. Kekalnya benda wakaf terletak pada 
kekalnya manfaat wakaf itu dapat terus diterima bukan pada kekalnya 
benda wakafnya. Menurut ibnu qudamah barang wafaf itu rusak dan 
hilang manfaatnya maka juallah sebagian dari masjid yg rusak tersebut 
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untuk membangun sebagian yang tidak dijual. Dan apabila tidak 
mungkin diambil manfaatnya secara keseluruhan maka juallah 
seluruhnya.menurut ibnu qudamah boleh melakukan penukaran harta 
tanpa harus memberatkan kepada syarat-syarat dalam melakukan 
penukaran harta wakaf.Ibnu qudamah mendasari pendapatnya pada 
hadits umuar yang menulis surat kepada saad. Hadits itu tergolong hadits 
doif dan mursal. 
3. Pada dasarnya kedua pendapat Imam an Nawawi dan  Ibnu Qudamah jika 
ditelaah lebih dalam memiliki persamaan yaitu suatu tujuan 
kemashlahatan yang sama. Keduanya sama-sama menggunakan al-
Sunnah, dan yang menjadi perbedaannya ialah dalam menggali suatu 
hukum dari hadits yang digunakan masing-masing imam.dan juga 
implikasi interpretasinya yang berbeda, karena memang persoalan fiqih 
adalah wilayah kḥilafiyah. 
4. analisis terhadap kedua pendapat yaitu pendapat Imam Nawawi dan Ibnu 
Qudamah, pendapat Imam Nawawi lebih relevan bila diterapkan dimasa 
sekarang, karena pada dasarnya benda yang sudah diwakafkan dilarang 
untuk dijual, dihibahkan maupun diwariskan, dengan kondisi apapun 
walaupun benda wakaf tersebut mengalami kerusakan,tetapi apabila tidak 
dapat dipertahankan lagi boleh saja melakukan penukaran benda wakaf 
apabila hakim (penguasa) meyakini dan apabila ditukar harus dengan 
membagun masjid juga . Pandangan ini sejalan dengam UU No. 41 
Tahun 2004 pada Pasal 40 BAB IV tentang perubahan status harta benda 
wakaf 
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B. Saran 
1. Memerintah dalam hal ini, seharusnya lebih hati-hati dan perlu mengkaji 
ulang Undang-Undanng persoalan menukar benda wakaf. Karena wakaf 
bersifat tabbaru‟ mendermakan harta sebagai sedekah jariyah. Namun, 
di dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang wakaf dan di dalam 
Kompilasi Hukum Islam membolehkan tukar guling benda wakaf dengan 
berbagai syarat. 
2. Seharusnya masyarakat agar lebih jeli lagi kalau mau menjual atau 
menukar barang wakaf, karena barang wakaf itu dilarang untuk dijual, 
dihibahkan maupun diwariskan.dan mempertimbangkan sisi keabadian 
benda wakaf bukan kemanfaatannya. 
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